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KATA PENGANTAR 

 
 
Alhamdulillah, atas ridha  Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Naskah Akademik beserta 

lampirannya telah selesai penyusunannya. Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan lindungan-Nya atas kelancaran dan 

terselesaikannya penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Semarang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.  

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan disusun sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan terhadap  

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-

undangan, antara lain: 

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratura Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomr 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang. 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana 

Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman Dan 

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam 

Pelayanan Publik.  

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 tentang 

Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi 

Kependudukan. 

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang 

Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang 

Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. 



iii 
 

Penyusunan Naskah Akademik menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data 

sekunder sebagai data utama berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka serta data 

statistik dari Badan Pusat Statistik. Ada pun data primer diperoleh dari data empirik hasil focus 

group discussion dan public hearing. 

Semoga Naskah Akademik ini bermanfaat dan dapat ditindaklanjut sebagai pedoman dan arah 

pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

 

Semarang,     Oktober 2023 

Penyusun  

CV.WIHA KREASI UTAMA 

SEMARANG 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Declaration of Human Rights, Article 6 menyatakan, bahwa setiap orang berhak 

atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang di mana saja ia 

berada. Pengakuan sebagai manusia pribadi mengandung makna pengakuan 

sebagai warga Negara yang memiliki hak pengakuan atas eksistensi dan peran 

dalam bidang sosial, hukum, budaya, dan politik. Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal  28D ayat (1) mengamanatkan, bahwa 

setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Implementasi pengakuan 

terhadap warga Negara telah terwujud dengan adanya kewajiban dari Pemerintah 

Daerah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan 

status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa 

Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di 

luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengaturan 

Administrasi Kependudukan.  

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai sumber dari segala sumber hukum 

Negara menjadi landasan pengaturan dan pelaksanaan Administrasi 

Kependudukan. Nilai Ketuhanan melandasi hak penduduk untuk mendapatkan 

pengakuan, penghormatan dan pelindungan sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang 

Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai agama. Nilai Kemanusiaan yang 

tidak merendahkan harkat dan martabat penduduk sebagai manusia ciptaan Tuhan 

Yang Maha Esa. Nilai Persatuan yang melandasi pengaturan dan pelaksanaan 

Administrasi Kependudukan berlaku bagi semua penduduk Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia. Nilai Demokrasi melandasi pengaturan dan pelaksanaan 

Administrasi Kependudukan menggunakan pendekatan musyawarah untuk 

mencapai mufakat, tidak boleh ada pemaksaan atau ancaman dalam pelaksanaan 

Administrasi Kependudukan. Nilai Keadilan melandasi kesamaan dan pemerataan 

hak, baik secara in abstraco (pengaturan) maupun secara in concreto 

(pelaksanaan) Administrasi Kependudukan.                                                                                                                     

Pengaturan Administrasi Kependudukan sebagai bagian dari pembangunan 

manusia Indonesia dapat terlaksana apabila didukung oleh peraturan perundang-

undangan, pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, 

termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Administrasi Kependudukan 

mengalami perkembangan yang cepat seiring dengan perkembangan dinamika 

masyarakat dan teknologi informatika, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 
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5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2021 tentang 

Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau 

Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Pelayanan Publik. 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu 

Identitas Anak. 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 

tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi 

Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 

2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 

2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi 

Kependudukan. 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Di Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang 

Pendaftaran Penduduk Non Permanen. 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. 

Ketentuan-ketentuan norma baru dalam peraturan perundang-undangan yang 

patut menjadi perhatian untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah antara lain 

berkaitan dengan: 
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1. pendaftaran penduduk non permanen; 

2. kartu identitas anak; 

3. pencantuman dan pemanfaatan nomor induk kependudukan dalam 

pelayanan publik; 

4. pelayanan administrasi kependudukan secara daring; 

5. pendokumentasian administrasi kependudukan;  

6. penggunaan elektronik dalam dokumen kependudukan; dan 

7. pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan 

administrasi kependudukan. 

Pengaturan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dimaksudkan sebagai 

landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam 

urusan Administrasi Kependudukan, dan diselenggarakan dengan tujuan 

mewujudkan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan 

status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di 

Daerah. 

Peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang dialami penduduk yang harus 

dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu 

keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat kependudukan lainnya meliputi 

pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal 

tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

Peristiwa penting merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi 

kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, 

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status 

kewarganegaraan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 
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Penegasan atas pengakuan dan perlindungan penduduk dalam penyelenggaraan 

Admnistrasi Kependudukan terumuskan pula dalam Konvenan Internasional 

tentang Hak-hak Sipil dan Politik (tanggal 16 Desember 1966): 

a. Pasal 23 

1. Keluarga merupakan sendi dasar masyarakat yang alami dan berhak 

atas perlindungan dari masyarakat dan Negara. 

2. Hak pria dan wanita yang cukup umur untuk menikah dan membentuk 

suatu keluarga harus diakui. 

3. Perkawinan tidak boleh diadakan tanpa persetujuan yang ikhlas kedua 

calon pengantin sebagaimana dinyatakan secara bebas oleh mereka. 

4. Para Negara peserta pada Konvenan ini akan mengambil langkah-

langkah yang tepat untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab 

para calon pengantin mengenai perkawinan, selama perkawinan dan 

dikala perceraiannya. Dalam kasus perceraian, harus ditetapkan 

perlindungan yang diperlukan untuk anak-anak yang ada. 

b. Pasal 24 

1. Setiap anak harus, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis 

kelamin, bahasa, agama, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan 

atau kelahiran diberikan hak atas segala tindakan perlindungan yang 

diperlukan bagi statusnya sebagai anak di bawah umur, dari pihak 

keluarganya, masyarakat dan Negara. 

2. Setiap anak harus segera didaftarkan dan diberikan nama. 

3. Setiap anak berhak memperoleh suatu kewarganegaraan. 

c. Pasal 26 

Semua orang adalah sama di hadapan umum dan berhak atas perlindungan 

hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun. Mengenai hal ini hukum 
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melarang segala diskriminasi dan menjamin semua orang perlindungan 

yang sama dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apa pun seperti 

misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik 

atau yang lain, asal usul kebangsaan atau sosial, harta milik, kelahiran atau 

status lainnya. 

Berdasarkan hak konstitusional atas pengakuan dan perlindungan penduduk 

terhadap penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka menjadi 

kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Administrasi 

Kependudukan yang berkepastian hukum dan tidak diskriminatif serta equality 

beforfe the law. Pengakuan dan perlindungan penduduk untuk urusan 

Pemerintahan Daerah, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. 

Pengakuan dan perlindungan penduduk tersebut melalui pengaturan dan 

pelaksanaan administrasi kependudukan yang berlandaskan pada data dan profil 

kependudukan kota Semarang. 

Tabel: 1 
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  

di Kota Semarang, Tahun 2021 
 

Kelompok Umur 
Age Group 

Jenis Kelamin/Sex 

Laki-Laki 
Male 

Perempuan 
Female 

Jumlah 
Total 

0–4 59 504 56 673 116 177 
5–9 62 324 59 608 121 932 

10–14 64 596 61 052 125 648 
15–19 66 546 62 632 129 178 
20–24 64 040 61 511 125 551 
25–29 64 617 64 356 128 973 
30–34 65 580 66 547 132 127 
35–39 67 039 68 197 135 236 
40–44 66 165 68 233 134 398 
45–49 59 085 62 225 121 310 
50–54 51 914 56 164 108 078 
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Kelompok Umur 
Age Group 

Jenis Kelamin/Sex 

Laki-Laki 
Male 

Perempuan 
Female 

Jumlah 
Total 

55–59 44 172 48 986 93 158 
60–64 35 730 39 247 74 977 
65–69 25 328 28 949 54 277 
70–74 12 696 15 245 27 941 
75+ 10 449 17 154 27 603 

Jumlah 819 785 836 779 1 656 564 

Sumber : Semarang Dalam Angka, 2022 

Berdasarkan Tabel 1 di atas, maka Pemerintah Daerah wajib mengatur dan 

melayani 1.656.564 (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam 

puluh empat) orang dan mempunyai kewajiban melaksanakan pendaftaran dan 

pencatatan urusan Administrasi Kependudukan terhadap: 

1. Peristiwa kependudukan, meliputi antara lain: 

a. nomor induk kependudukan; 

b. perubahan alamat; 

c. pindah datang; 

d. penduduk non permanen; 

e. penduduk rentan; 

f. penduduk yang tidak mampu melaporkan; 

2. Peristiwa penting, meliputi antara lain: 

a. kelahiran; 

b. lahir mati; 

c. perkawinan; 

d. perceraian; 

e. kematian; 

f. pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak; 

g. perubahan nama; 
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h. perubahan status kewarganegaraan; 

Pemerintah Daerah Kota Semarang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan, namun 

dengan terjadinya perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai 

Administrasi Kependudukan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kota 

Semarang tersebut perlu dilakukan pembedahan dan penyesuaian atau 

pembaharuan norma. Pembedahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diperlukan 

dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui 

norma-norma yang perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan 

peraturan perundang-undangan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Naskah 

Akademik ini.  Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 4 Tahun 2016 tersebut yang perlu disesuaikan, antara lain meliputi: 

1. Struktur dan tata letak norma 

Struktur peraturan daerah yang perlu dipertimbangkan dilakukan 

penambahan ketentuan yaitu berkaitan dengan asas, maksud dan tujuan 

serta ruang lingkup. Asas diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu 

peraturan daerah berlandaskan pada arah pikir dan praktis yang telah 

ditentukan. Misal asas kepastian hukum, mengarahkan penyelenggaraan 

urusan Administrasi Kependudukan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan. Asas “kesamaan” mengarahkan penduduk memiliki 

kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan, pengakuan, 

penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan 

dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Asas “kewajiban” 

mengarahkan penduduk memiliki kewajiban melaporkan peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi 
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Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Asas “perlindungan” 

mengarahkan upaya perlindungan terhadap hak penduduk dalam 

penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan. Asas “pengakuan” 

mengarahkan pengakuan terhadap hak penduduk dalam penyelenggaraan 

urusan  Administrasi Kependudukan. Asas “keadilan” mengarahkan 

penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan berlaku bagi semua  

penduduk tanpa pengecualian. 

Peraturan daerah harus diketahui, dimengerti dan dipahami oleh 

masyarakat, sehingga diperlukan antara lain pemahaman maksud dan 

tujuan dari pengaturan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

Ruang lingkup mengarahkan batasan-batasan yang menjadi norma dalam 

batang tubuh peraturan daerah secara sistematik, terperinci dan terpadu. 

Demikian pula perlu ada struktur pengaturan mengenai pengelolaan dan 

pelayanan Administrasi Kependudukan melalui jaringan internet 

(teknologi) sebagai upaya optimalisasi percepatan penyelenggaraan 

Adminstrasi Kependudukan sehingga bisa dijangkau masyarakat lebih 

efisien dan efektif. 

Struktur pengaturan pembinaan dan pengawasan, sebagai upaya 

mewujudkan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang bersih 

dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, serta dalam rangka 

mewujudkan tata kelola yang sesuai dengan asas-asas yang telah 

ditentukan dalam peraturan daerah. 

Penambahan struktur pengaturan pendanaan sebagai upaya mewujudkan 

kepastian hukum dalam penggunaan keuangan daerah untuk 

penyelenggaraan Administrasi Kependudukan..  



10 
 

2. substansi 

Penyesuaian substansi norma dalam peraturan daerah perlu dilakukan 

dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 

setelah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Ketentuan 

norma yang perlu disesuaikan dalam norma Peraturan Daerah Kota 

Semarang tersebut, antara lain: 

a. penghapusan norma yang menyatakan penduduk orang asing  yang 

berencana bertempat tinggal wajib menyerahkan uang jaminan. 

b. pencatatan perkawinan bagi perkawinan penghayat kepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 

c. pengelolaan dan pelayanan administrasi kependudukan menggunakan 

teknologi (daring); 

d. pendataan dan pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk 

non permanen; 

e. pendataan dan pelayanan Administrasi Kependudukan bagi penduduk 

yang rentan; 

f. koordinasi dan kerjasama, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan; 

dan  

g. ketentuan sanksi masuk pada norma yang mengaturnya. 

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan 
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka 

perlu dilakukan pembaharuan terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 

4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

Pemerintah Daerah dengan kewenangan otonomi seluas-luasnya dan 

melaksanakan tugas pembantuan membuka peluang untuk mewujudkan 

Peraturan Daerah tentang Peenyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang 

up to date, sistematis, efektif dan akuntabel. 

B.     Identifikasi Masalah 

Isue gap yang terumuskan dalam latar belakang menunjukan, bahwa 

perkembangan peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap 

penambahan, pengurangan atau penyesuaian norma Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan. Berdasarkan  latar belakang dalam sub Bab A di atas, 

terumuskan identifikasi permasalahan yang cukup mendasar, yaitu: 

1. Secara konstitusional telah diatur hak dasar manusia untuk mendapatkan 

pengakuan, penghormatan, perlindungan atas pelayanan urusan 

Administrasi Kependudukan, serta memperoleh kesempatan dan manfaat 

yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, serta setiap orang 

berhak atas pelayanan Administrasi Kependudukan. Hak dasar tersebut 

terumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia, bahwa setiap  orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan Administrasi Kependudukan telah melaju dengan pesat, 

namun hak dasar tersebut belum diatur dalam suatu peraturan daerah Kota 
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Semarang. Misal, hak dasar bagi penduduk non permanen dan pelayanan 

yang cepat berbasis elektronik dan siber.  

2. Pemerintah Daerah Kota Semarang memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan 

sudah berlaku selama 7 (tujuh) tahun, yang sudah tidak sesuai lagi dengan 

updating peraturan perundang-undangan saat ini yang mengatur tentang 

Administrasi Kependudukan. Peraturan Daerah a quo tersebut belum 

mengadopsi dan mengatur hak-hak dasar dan supporting terhadap hak-hak 

dasar tersebut, antara lain asas, maksud dan tujuan, penduduk non 

permanen, pelayanan cepat berbasis elektronik dan siber. 

3. Pertimbangan-pertimbangan yang menjadi landasan pemberlakuan 

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan  

harus mendasarkan pada unsur filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai 

landasan pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Ketiga landasan 

tersebut harus dirumuskan dalam konsiderans Peraturan Daerah tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana Lampiran II 

angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomro 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, ketiga landasan 

tersebut sudah sepatutnya dilakukan pengkajian dalam penyusunan Naskah 

Akademik Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan, sebelum ketiga landasan tersebut menjadi bagian 

pertimbangan atau konsiderans Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan.  
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4. Dalam penyusunan Naskah Akademik akan menentukan sasaran, ruang 

lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang sistematis dan 

komprehensif. Sasaran yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah Kota 

Semarang, yaitu perumusan secara in abstracto berkaitan dengan 

penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan ruang lingkup 

pengaturan mengenai pendaftaran dan pencatatan Administrasi 

Kependudukan, dan akan menjangkau semua warga Negara, baik yang 

berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Arah pengaturan pada 

peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya.   

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 

1. Tujuan penyusunan Naskah Akademik 

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan, bertujuan: 

a. merumuskan permasalahan hak-hak dasar penduduk dalam Administrasi 

Kependudukan berlandaskan peraturan perundang-undangan; 

b. merumuskan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan; 

c. merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan; 

d. merumuskan sasaran, arah jangkauan, ruang lingkup dan arah pengaturan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan. 

2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik 

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik, yaitu: 
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a. menjadi pedoman dalam melaksanakan kewenangan membentuk 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan secara sistematis, berkepastian hukum, berkeadilan dan 

berkemanusiaan. 

b. mewujudkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

yuridis dan ilmiah. 

D.  Metode Penelitian 

Hillway menyatakan, bahwa penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang 

dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap 

suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah 

tersebut.1 Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah 

Akademik dalam membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, meliputi: 

1. Tipe Penelitian 

Naskah Akademik ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, yang menyajikan 

pernyataan-pernyataan tertulis yang substantif dan sistematis secara 

berkesinambungan dengan menggunakan logika hukum serta harmonisasi dan 

sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yaitu pendaftaran dan 

pencatatan terhadap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya. 

Anselm Strauss & Juliet Corbin menyatakan, bahwa penelitian kualitatif 

merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur 

                                                           
1 Moh.Nazir, 1988, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.13 
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statistik atau bentuk hitungan lainnya.2 Artinya, bahwa dalam penyusunan 

Naskah Akademik tidak menggunakan hitungan statistik atau angka-angka 

matematis, namun menuangkan pernyataan-pernyataan yang berkualitas, 

ilmiah dan sistematis dalam bahasa hukum. John W.Creswell menyatakan, 

bahwa penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan untuk memahami 

masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran 

holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan 

informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.3 Lexy J 

Moleong, menyatakan, bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

tidak mengadakan perhitungan.4 Penyusunan Naskah Akademik dalam 

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan 

Adminsitrasi Kependudukan dituangkan dalam narasi yang substantif dan 

sistematik yang menggambarkan proses dan substansi pembentukan Raperda a 

quo.  

Penyusunan Naskah Akademik ini tidak menggunakan perhitungan-

perhitungan matematis, namun dapat menggunakan angka-angka statistik yang 

berkaitan dengan data empirik yang menggambarkan penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik, 

yaitu pendekatan yuridis-normatif, yang melakukan kajian-kajian yuridis 

terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip atau norma-norma dasar 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, baik memuat kearifan lokal 

                                                           
2 Anselm Strauss & Juliet Corbin, 2003, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Yogjakarta: 

Pustaka Pelajar, h.4 
3 John W.Creswell, 2002, Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches, Jakarta: 

KIK Press, p.1 
4 Lexy J Moleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 

h.2 
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maupun secara yuridis dengan menggunakan data sekunder, terutama bahan 

hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Norma-norma sosial 

pun akan dipelajari, apabila norma tersebut merupakan kearifan lokal yang 

dapat mendukung asas atau prinsip atau norma hukum dalam Penyelenggaraan 

Adminsitrasi Kependudukan. 

3. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan Naskah Akademik bersifat deskriptif-

analisis, yang menggambarkan dan melakukan kajian serta analisis terhadap 

norma yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, 

meliputi: 

a. hak dan kewajiban penduduk; 

b. kewenangan penyelenggara administrasi kependudukan; 

c. pendaftaran penduduk; 

d. pencatatan sipil; 

e. data dan dokumen kependudukan; 

f. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat terjadi keadaan darurat dan 

luar biasa; 

g. sistem informasi administrasi kependudukan; 

h. perlindungan data pribadi penduduk; 

i. koordinasi dan kerja sama; 

j. pendanaan; 

k. pembinaan dan pengawasan; 

l. penyidikan; dan 

m. ketentuan pidana;. 
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Analisa deskriptif tersebut untuk memperoleh gambaran atas suatu dasar dan 

pedoman yang komprehensif dan sistematis dalam menyusun Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini 

berupa data sekunder, meliputi: 

a. Bahan hukum primer, yaitu antara lain: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang. 

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. 

4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. 

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. 
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6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil. 

7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2021 tentang 

Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau 

Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Pelayanan Publik. 

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu 

Identitas Anak. 

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. 

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 

Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen 

Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. 

11) Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk 

Non Permanen. 

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 

Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 

Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam 

Administrasi Kependudukan. 

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Di Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

15) Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
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7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara 

Daring 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu antara lain: 

1) Buku- buku yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan. 

2) Jurnal penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan. 

3) Laporan tahunan kelembagaan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu antara lain berupa kamus Besar Bahasa 

Indonesia dan Black’s Law Dictionary. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan Naskah 

Akademik berupa studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan 

dan pustaka lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan. Ada pun langkah-langkah dalam pelaksanaan studi 

kepustakaan diawali dengan tahapan inventarisasi dan dokumentasi peraturan 

perundang-undangan, pemilahan peraturan dan pustaka, dan melakukan 

editing. Di sisi lain, teknik pengumpulan data menggunakan studi komparasi 

terhadap peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan. Hasil komparasi tersebut diharmonisasikan 

dengan perundang-undangan dan materi muatan lokal. Komparasi dengan 

peraturan daerah lain sangat memberikan penyempurnaan Rancangan 

Peraturan Daerah, dengan pertimbangan sumber hukum yang dipergunakan 

akan sama, apa lagi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Alan 
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Waston mendefinisikan hukum komparasi sebagai studi tentang hubungan 

antara beberapa sistem hukum atau antara beberapa peraturan di dalam lebih 

dari satu sistem.5 Hug telah mengusulkan lima kelompok studi komparatif 

yang mungkin bisa dipergunakan, yaitu (a) memperbandingkan sistem asing 

dengan sistem domestik dalam rangka menemukan kesamaan dan perbedaan, 

(b) studi yang menganalisis berbagai solusi secara obyektif dan sistematis yang 

ditawarkan oleh berbagai sistem untuk suatu masalah hukum tertentu, (c) studi 

yang menginvestigasi hubungan kausal antara sistem-sistem hukum berbeda, 

(d) studi-studi yang membandingkan tahap-tahap dari beberapa sistem hukum, 

dan (e) studi yang berusaha menemukan atau mengkaji evolusi hukum secara 

umum berdasarkan sistem dan periodenya.6  Metode penelitian komparatif 

bersifat ex post facto, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang 

dikumpulkan telah selesai berlangsung.7 Dalam hal ini membandingkan 

peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan. 

6. Metode Analisa Data 

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik, 

yaitu Analisa kualitatif, dengan melalui tahapan-tahapan, yaitu: 

a. Melakukan inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 

b. Melakukan editing terhadap hasil inventarisasi dan dokumentasi  peraturan 

perundang-undangan dan memilah-milah/mengelompokan sesuai dengan 

ruang lingkup pengaturan; 

                                                           
5 Peter de Cruz, Comparative Law in a Changing World (London_Sydney: Cavendish 

Publishing Limited, 1999) yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron, Perbandingan Sistem Hukum 
(Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 8 

6 Ibid., hal. 10-11 
7 Moh.Nazir, Op.Cit., hal.64 
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c. melakukan kajian-kajian substantif yuridis dan norma secara kualitatif, 

tanpa melakukan penghitungan-penghitungan angka yang berkaitan dengan 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

d. Memasukan hasil kajian substantif dan norma dalam pokok-pokok bahasan 

yang telah ditetapkan. 

7. Teknik Penyajian Data 

Teknik penyajian data dalam penyusunan Naskah Akademik dengan cara 

menyajikan hasil kajian secara kualitatif dalam suatu tulisan yang sistematis 

dan terstruktur berdasarkan teknis penyusunan atau pembentukan peraturan 

perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

 

A. Kajian Teoritis 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan suatu  proses tindakan 

melalui tahapan-tahapan secara sistematis dan terencana berkaitan dengan 

pendaftaran dan pencatatan sipil atas peristiwa kependudukan dan peristiwa 

penting lainnya. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan bagian 

dari kebijakan publik atau kebijakan sosial yang memiliki tujuan mensejahterakan 

dan melindungi masyarakat. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terdiri 

dari tiga kata kunci, yaitu penyelenggaraan, administrasi dan kependudukan, yang 

secara konseptual dapat dijelaskan dengan berbagai dalil atau konsep atau teori 

yang berkaitan dengan kebijakan publik. Hatifah menyatakan, bahwa pada 

hakekatnya penyelenggaraan pemerintah ditujukan kepada terciptanya fungsi 

pelayanan publik (public service).8 

Juarni Anita menyatakan, bahwa penetapan kebijakan publik diwujudkan dalam 

peraturan, perundang-undangan atau dalam pidato pejabat pemerintah. Hal itu pun 

diwujudkan juga melalui program dan tindakan yang dilakukan Pemerintah. 

Aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah yang 

berorientasi pada kepentingan publik disebut juga sebagai kebijakan publik. 

Bagaimanapun kebijakan harus diimplementasikan atau diwujudkan, ada dua 

pilihan langkah untuk mengimplementasikannya. Pertama, kebijakan 

diimplementasikan melalui program-program dan yang kedua kebijakan 

diimplementasikan melalui turunan dari kebijakan publik.9 Undang-Undang 

                                                           
8 Arifin Tahir, 2011, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah, Jakarta: PT.Pustaka Indonesia Press, h.158 
9 Juarni Anita, Perkembangan Kebijakan Publik dan Program Bidang Perumahan di 

Indonesia, Jurnal Arsitektur Terracotta, No.1 Vol. 3, ISSN (E): 2716-4667 Desember 2021, h.2 
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Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya merupakan  

bentuk kebijakan publik yang bertujuan memberikan perlindungan dan pengakuan 

terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa 

Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang 

berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

1. Penyelenggaraan 

Kata “penyelenggaraan” menurut Kamus Bahasa Baku Indonesia merupakan 

proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai-bagai arti (seperti 

pelaksanaan, penunaian). Dalam hal ini proses, cara, perbuatan 

menyelenggarakan Administrasi Kependudukan. Kata penyelenggaraan tidak 

terdefinisikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

Administrasi Kependudukan, namun hanya terdefinisikan kata penyelenggara 

dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan yang memberikan makna Penyelenggara adalah 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang 

bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan. 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai suatu proses paling 

sedikit  meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi. 

Perencanaan Administrasi Kependudukan merupakan bagian dari perencanaan 

pembangunan Daerah yang terumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Program dan 

kegiatan pembangunan tanpa suatu perencanaan akan berdampak pada 
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perbuatan melawan hukum, kecuali dalam keadaan darurat karena bencana 

alam dan melaksanakan putusan pengadilan. 

Pelaksanaan  Administrasi Kependudukan merupakan tahapan proses 

melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan 

mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki Daerah. Pelaksanaan tersebut 

terumuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 

memuat program, kegiatan dan penganggaran melalui nomenklatur  

pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

Tahapan berikutnya dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, 

yaitu pengawasan. Kata “pengawasan” tidak terdefinisikan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan, 

sehingga pendefinisian kata “pengawasan” berdasarkan logika hukum, yaitu 

serangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan petugas pengawas terhadap 

penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 angka 2 memberikan makna Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan 

yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pcmerintahan Daerah 

berjalan sccara cfisicn dan efektif scsuai dcngan kctentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Pengawasan merupakan upaya pelayanan publik yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan 

umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Pusat, di Daerah dan 

lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam 

rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 
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pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.10 Pengawasan 

berkaitan dengan pelayanan publik yang membutuhkan indikator-indikator  

untuk menunjukan kualitas penyelenggaraan pengawasan, yang oleh Rina Dwi 

Wahyuni disebutkan indikator-indikator kualitas penyelenggaraan 

pengawasan, yaitu:11 

1. Keandalan (reability) 

Semakin tinggi kebutuhan masyarakat akan pelayanan ini perlu diimbangi 

dengan pelayanan yang maksimal dan cepat menuntut petugas untuk 

cekatan dalam bekerja.  

2. Daya tanggap (responsiveness) 

Responsivitas pegawai sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena 

hal ini menjadi bukti serta tindakan nyata yang dilakukan organisasi dalam 

menjawab serta mengenali kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat. Daya 

tanggap di sini dapat berarti respon atau kesigapan petugas dalam 

membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan.  

3. Jaminan (assurance) 

Kenyamanan selama pelayanan yaitu dengan cara memberikan rasa aman 

bagi masyarakat selama pelayanan, Ini dibuktikan dengan adanya security 

yang dibagi tiap zona baik dipintu masuk, pintu keluar maupun di area.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4. Empati (empathy) 

Empati merupakan rasa peduli untuk memberikan perhatian kepada 

masyarakat terhadap kebutuhan yang sedang membutuhkan pelayanan. 

Instansi publik yang memberikan pelayanan dituntut untuk selalu siap 

dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Kepedulian 

                                                           
10 Enny Agustina, 2019, Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat, Jurnal 

Literasi Hukum, hal.12 
11 Rina Dwi Wahyuni, 2017, Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi Tentang 

Kualitas Pelayanan Jasa Transportasi Di Stasiun Wonokromo Surabaya), Jurnal Penelitian 
Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hal. 889 



26 
 

pegawai untuk selalu mengutamakan kebutuhan masyarakat akan 

mendukung terciptanya kualitas pelayanan publik. 

5. Bukti Langsung (tangibles) 

Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas perlu dilakukan 

perubahan dan perbaikan yang mengarah pada kepuasan pelanggan. Sarana 

dan prasarana sangat penting dan salah satu yang berpengaruh terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan publik karena dengan adanya saranan 

pelayanan yang memadai dapat membuat pelayanan pada masyarakat dapat 

lebih memberikan kenyamanan dan kepuasan selama berada di ruangan 

pelayanan. 

Penjelasan di atas menunjukan, bahwa pengawasan merupakan bagian dari tata 

kelola penyelenggaraan, dalam hal ini Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan, sebagaimana pendapat Terry yang menyatakan ada empat 

bagian dalam suatu fungsi tata kelola (manajemen), yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.12 Lembaga Administrasi 

Negara mendefinisikan pengawasan sebagai proses suatu kegiatan seseorang 

memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan 

rencana, kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.13 Pengawasan 

akan berjalan dengan baik, apabila terpenuhi beberapa persyaratan, yaitu:14 

a. Pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan; 

b. Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secara cepat; 

c. Pengawasan harus melihat ke depan; 

d. Pengawasan harus mengecualikan hal-hal yang penting; 

e. Pengawasan harus subyektif; 

                                                           
12 Angger Sigit Pramukti, S.H. dan Meylani Chahyaningsih, S.H., 2018,  Pengawasan Hukum 

Terhadap Aparatur Negara, Media Pressindo, hal. 5 
13 Ibid., hal.13 
14 Ibid.,hal.16-17 
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f. Pengawasan harus fleksibel; 

g. Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi; 

h. Pengawasan harus ekonomis; 

i. Pengawasan harus dapat dipahami; 

j. Pengawasan harus menunjukan tindakan koreksi; 

Ada pun tujuan pengawasan menurut Leonard White, yaitu untuk menjamin 

kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat 

dukungan serta persetujuan dari rakyat. Di sisi lain untuk melindungi hak asasi 

manusia yang telah dijamin oleh undang-undang daripada tindakan 

penyalahgunaan.15 Victor M Situmorang dan Jusu Jahir menjelaskan, bahwa 

tujuan pengawasan adalah agar tercipta aparatur pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintahan yang 

berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat. 

Demikian pula tercipta tertib administrasi di aparatur pemerintah  dan 

tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.16 

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan 

apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan 

maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan 

utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan 

menjadi kenyataan. Untuk dapat merealisasikan tujuan utama tersebut, maka 

pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai 

dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-

kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana 

berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk 

memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan 
                                                           

15 Ibid.,hal.17-18 
16 Ibid.,hal. 18 
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datang.17 Selanjutnya dikatakan oleh Handoko, sebagaimana dikutip oleh Said 

dan Radiman, bahwa yang menjadi indikator pengawasan adalah : 1) Akurat, 

2) Tepat waktu, 3) Objektif dan menyeluruh, 4) Terpusat pada titik-titik 

pengawasan strategi, 5) Realistik secara ekonomis, 6) Realistik secara 

organisasional, 7) Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, 8) Fleksible, 

9) Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, 10) Diterima para anggota.18  

Dalam mekanisme pengawasan ada tiga kegiatan pokok, yaitu: 

a. Menentukan standar tolok ukur pengawasan 

b. Menilai atau mengatur kenyataan yang sebenarnya melalui pemeriksaan 

pekerjaan yang menjadi obyek pengawasan 

c. Membandingkan fakta yang dijumpai dengan standar yang telah ditetapkan 

dan melaporkan kepada pimpinan diserati kesimpulan dan saran.19 

Orientasi pengawasan terletak pada kualitas  hasil dari suatu pekerjaan yang 

telah direncanakan, sebagaimana menurut Harold Kontz dalam bukunya 

Principle management, terjemahan J Mataheru menyatakan, bahwa fungsi 

pengawasan dan penelitian kualitas adalah untuk menjamin bahwa hasil akhir 

sesuai dengan pekerjaan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, komposisi fisik 

atau jasmani, mutu pekerjaan.20 

Tahapan berikutnya dalam penyelenggaraan, yaitu evaluasi sebagai upaya 

untuk mengetahui dan menilai serta memberikan rekomendasi korelasi 

kegiatan antara perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan. Hasil evaluasi 

akan menjadi dasar perbaikan terhadap program dan kegiatan. Evaluasi akan 

menentukan pula apakah ada maladministrasi atau tidak, sebagaimana 

                                                           
17 Said Muhammad Rizal dan Radiman, Pengaruh Motivasi, Pengawasan, dan Kepemimpinan 

Terhadap Disiplin Kerja Pegawai, Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen homepage: Vol 2, 
No. 1, Maret 2019, 117-128 

18 Ibid., hal.121 
19 Ibid., hal.24 
20 Djoko Adi Walujo, Titiek Koesdijati, Yitno Utomo, 2020, Pengendalian Kualitas, Scopindo 

Media Pustaka, hal.  
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dikatakan oleh Lutfil Ansori, bahwa setiap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang didalamnya ada unsur maladministrasi dan merugikan 

warga negara, tanggung jawab dan tanggung gugatnya dibebankan kepada 

pribadi orang yang melakukan tindakan maladministrasi tersebut.21 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tersebut bertujuan untuk : (1) 

Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen 

penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang 

dialami oleh penduduk; (2) Memberikan perlindungan status hak sipil 

penduduk; (3) Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional 

mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan 

secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan 

bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya; (4) Mewujudkan 

tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu; dan (5) 

Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait 

dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan  

kemasyarakatan.22 Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah 

terhadap publik , maka salah satu cara dilakukan adalah dengan menggunakan 

prinsip-prinsip transparansi (keterbukaan). Transparansi penyelenggaraan 

pemerintahan memiliki arti yang sangat penting dimana masyarakat diberikan 

kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh 

pemerintah. Bahkan dengan adanya transparansi penyelenggaraan 

pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan feedback atau outcomes 

terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.23 

                                                           
21 Lutfil Ansori, Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan, Jurnal Yuridis Vol.2 No. 1 Juni 2015 : 134-150 
22 Hafis Aldani Posangi,  Florence D. J. Lengkong, Salmin Dengo, Komunikasi Dalam 

Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan. Kabupaten Bolaang Mongondow: 
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.  

23 Arifin Tahir, Op.Cit., h.161 
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2. Administrasi 

Secara terminologi, Administrasi berasal dari bahasa latin “ad” berarti intensif 

dan “ministrare” berarti melayani, membantu, memenuhi. Administrasi berarti 

usaha atau kegiatan untuk melayani, membantu dan memenuhi serta mengatur 

segala sesuatu untuk mencapai tujuan.24 Kegitan tersebut dilakukan secara 

intensif, berkelanjutan dan berkesinambungan. Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan merupkan kegiatan yang intensif, berkelanjutan dan 

berkesinambungan, bahkan dilakuka secara sistematik. Herbert A. Simon, 

Donald W. Smithburg, dan Victor A. Thompson, menyatakan administrasi 

dapat dirumuskan sebagai kegiatan dari kelompok orang-orang yang bekerja 

sama untuk mencapai tujuan bersama.25 Ordway Tead, menyatakan 

administrasi meliputi kegiatan-kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh 

pejabat-pejabat eksekutif dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, 

memajukan dan melengkapi usaha kerjasama kelompok orang yang sengaja 

dihimpun untuk mencapai tujuan tertentu.26 

Administrasi Kependudukan merupakan administrasi publik, yaitu seluruh 

tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat.27 Henry menetapkan paradigma 

“public administration as management” atau administrasi publik sebagai 

manajemen.28 

Selanjutnya Caiden & Siedentopt mengemukakan bahwa keberhasilan 

pembaruan dalam administrasi publik terus meningkat melalui enam strategi 

klasik (the old strategy), yaitu: 
                                                           

24 Mariati Rahman, 2017, Ilmu Administrasi, Makasar: CV.Sah Media, h.6 
25 Retno Sunu Astuti,  Hardi Warsono, Abd. Rachim, 2020, Collaborative Governance dalam 

Perspektif Administrasi Publik, Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press, h.18 

26 Retno Sun Astuti dkk., Ibid. h.18 
27 Mariati Rahman, Op.Cit.,  h.17 
28 Retno Sunu Astuti dkk, Op.Cit., h.24 
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1. peningkatan fungsi pemimpin organisasi dalam memahami tugas dengan 

baik, mampu memahami tuntutan lingkungan, mampu memanfaatkan 

bantuan dari luar untuk kepentingan organisasi, dan memberdayakan 

staf, dan melibatkan dalam pengambilan keputusan. 

2. peran pejabat publik yang bersifat teknis dalam implementasi kebijakan 

telah mengalami perubahan ke tanggungjawab untuk seleksi dan inisiatif 

kebijakan, tanggungjawab manajemen yang besar, kompleksitas 

organisasi, dari pengejawantahan tugas pemerintah kepada yang 

diperintah (to governed), sebagai wujud terjadinya pembaruan. 

3. organisasi publik yang telah ada dan eksis untuk periode waktu tertentu 

tidak dapat dinilai hanya sebagai instrumen belaka, tetapi lebih 

dipandang sebagai suatu kelembagaan. 

4. banyak organisasi publik tidak punya kompetitor atau pesaing, tidak ada 

sektor privat yang dapat menggantikan peran mereka, sehingga terdapat 

kecenderungan birokrasi menjadi monopoli dalam pengelolaan berbagai 

sektor publik. Dalam prospek jangka panjang fenomena ini perlu 

dilakukan perubahan dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat 

dalam pengelolaan sektor publik. 

5. subyek pembaruan administrasi adalah organisasi yang memiliki skala 

besar, cenderung bersifat rigid, konservatif, pola kebiasaan dan bergerak 

lambat. 

6. pembaruan lebih banyak diarahkan pada pencapaian target yang nyata 

dan gampang dicapai. Pembaruan di masa lalu dimulai dari perbaikan 

terhadap mal-praktek administrasi dalam birokrasi. Perubahan itu 

dilakukan oleh orang-orang yang memiliki komitmen dan kemampuan 

untuk memperbaiki berbagai kesalahan dalam birokrasi, dengan mencoba 



32 
 

memahami akar permasalahan lewat diskusi, kajian, debat dan 

sebagainya.29 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai rangkaian kegiatan 

yang meliputi pendaftaran dan pencatatan sipil terhadap peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting secara berkelanjutan dan 

berkesinmabnungan, maka tidak hanya dilakukan pengawasan, tetapi 

diperlukan pula pengendalian agar tetap berjalan dalam suatu system yang 

telah dibangun melalui peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan 

pengendalian penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, I Gusti Agung 

Rai menyatakan, bahwa sistem    pengendalian    intern adalah kebijakan dan 

prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai  bagi  

manajemen  bahwa  organisasi mencapai tujuan dan sasarannya.30   

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 telah mengatur sistem 

pengendalian internal pemerintah dalam menjalankan urusan pemerintahan, 

sebagaimana tersebut dalam beberapa pasal di bawah ini. 

Pasal 3 

(1) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, terdiri atas unsur: 

a. lingkungan pengendalian; 

b. penilaian risiko; 

c. kegiatan pengendalian; 

d. informasi dan komunikasi; dan 

e. pemantauan pengendalian intern. 

                                                           
29 Mohammad Thahir Haning, Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif 

Administrasi Publik, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Volume 4 No. 1, Juni 2018, h.30-
31 

30 Tuti Herawati, Pengaruh Sistem Pengendalian InternTerhadap Kualitas Laporan Keuangan 
(Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur, STAR –Study & Accounting Research| 
Vol XI,No.1 -2014, hal. 3 
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(2) Penerapan unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan  menyatu dan menjadi bagian integral 

dari kegiatan Instansi Pemerintah. 

Pasal 4 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan 

pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk 

penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: 

a. penegakan integritas dan nilai etika; 

b. komitmen terhadap kompetensi; 

c. kepemimpinan yang kondusif; 

d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 

e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 

f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia; 

g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan 

h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. 

Pasal 5 

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf a sekurang-kurangnya dilakukan dengan: 

a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku; 

b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat 

pimpinan Instansi Pemerintah; 

c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap 

kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku; 

d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau 

pengabaian pengendalian intern; dan 
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e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku 

tidak etis. 

Pasal 6 

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b 

sekurang-kurangnya dilakukan dengan: 

a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi 

Pemerintah; 

b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-

masing posisi dalam Instansi Pemerintah; 

c. menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai 

mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan 

d. memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan 

manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi 

Pemerintah. 

Pasal 7 

Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c 

sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan: 

a. mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan; 

b. menerapkan manajemen berbasis kinerja; 

c. mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP; 

d. melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak 

sah; 

e. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang 

lebih rendah; dan 
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f. merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan 

keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan. 

Pasal 8 

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sekurang-kurangnya dilakukan dengan: 

a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah; 

b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi 

Pemerintah; 

c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam 

Instansi Pemerintah; 

d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodic terhadap struktur 

organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan 

e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan. 

Penyusunan struktur organisasi tersebut di atas berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 9 

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat 

tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah; 

b. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait 

dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan; dan 
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c. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b 

memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait 

dengan penerapan SPIP. 

Pasal 10 

(1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f 

dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai 

berikut: 

a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan 

pemberhentian 

b. pegawai; 

c. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan 

d. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. 

(2) Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 11 

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus: 

a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, 

dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Instansi Pemerintah; 

b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen 

risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan 

c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas 

dan fungsi Instansi Pemerintah. 
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Pasal 12 

Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diwujudkan dengan adanya mekanisme saling 

uji antar Instansi Pemerintah terkait. 

Pasal 13 

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. 

(2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. identifikasi risiko; dan 

b. analisis risiko. 

(3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan: 

a. tujuan Instansi Pemerintah; dan 

b. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan 

perundangundangan. 

Pasal 14 

(1) Tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 

(3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat 

dicapai, realistis, dan terikat waktu. 

(2) Tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. 

(3) Untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan: 

a. strategi operasional yang konsisten; dan 

b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko. 
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Pasal 15 

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah; 

b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan 

lainnya; 

c. relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah; 

d. mengandung unsur kriteria pengukuran; 

e. didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan 

f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya. 

Pasal 16 

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a 

sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan: 

a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah 

dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif; 

b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari 

faktor eksternal dan factor internal; dan 

c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. 

Pasal 17 

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b 

dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah 

diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. 

(2) Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 

menentukan tingkat risiko yang dapat diterima 

 



39 
 

Pasal 18 

(1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan 

pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan 

fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. 

(2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sekurangkurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi 

Pemerintah; 

b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko; 

c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus 

Instansi Pemerintah; 

d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis; 

e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang 

ditetapkan secara tertulis; dan 

f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan 

bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang 

diharapkan. 

(3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; 

b. pembinaan sumber daya manusia; 

c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; 

d. pengendalian fisik atas aset; 

e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; 

f. pemisahan fungsi; 

g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; 

h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; 
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i.  pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; 

j.  akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan 

k.  dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi 

dan kejadian penting. 

3. Kependudukan 

Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajarai tentang 

dunamika penduduk meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, perubahan 

penduduk akibat kelahiran, kematiaan, migrasi, dan penuaan.31 Definisi 

demografi berdasarkan Multilingual Demographic Dictionary (IUSSP, 1982) 

adalah “Demography is the scientific study of human populations in primarly 

with the respect to their size, their structure (compotition) and their 

development (change)” dalam bahasa Indonesia berarti ilmu sains yang 

mempelajari penduduk (suatu wilayah) terutama mengenai jumlah, struktur 

(komposisi) penduduk dan perkembangannya (perubahannya). Philip M. 

Hauser dan Dudley Ducan (1959) menyebutkan bahwa “Demography is the 

study of the size, territorial distribution and composition of population, 

changes there in and the components of such changes which maybe identified 

as natality, territorial movement (migration), and social mobility (change of 

states)” yang menyebutkan bahwa demografi merupakan suatu ilmu yang 

mempelajari jumlah, persebaran teritorial dan komposisi penduduk serta 

perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena 

fertilitas, mortalitas, gerak territorial (migrasi) dan mobilitas sosial (perubahan 

status). Mantra (2003) menyebutkan bahwa demografi mempelajari struktur 

dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah, 

persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-

                                                           
31 Agustina Bidarti, 2020, teori Kependudukan, Bogor: Lindan Bestari, h.2 
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ubah, dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi, yaitu 

kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi penduduk.32 

Kependudukan sebagai masalah sosial yang selalu terjadi setiap saat sesuai 

dengan dinamika social, yang harus selalu dikelola dalam suatu manajemen 

penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, seperti masalah jumlah 

penduduk, pendidikan penduduk, kemiskinan penduduk, pengangguran dan 

lain sebagainya. Permasalahan kependudukan di Indonesia yang cukup 

menonjol yaitu  jumlah penduduk yang besar, pertambahan penduduk yang 

tinggi, persebaran penduduk yang tidak merata, dan komposisi penduduk yang 

muda.33 Jumlah penduduk yang besar akan berdampak pada semua sector 

urusan pemerintahan, baik urusan pemerintah bidan social, agama, pangan, 

papan, pendidikan, pekerjaan, ekonomi dan ketahanan keluarga. Permasalahan 

kependudukan tersebut akan semakin besar apabila terjadi ketimpangan 

distribusi penduduk yang tidak merata, sehingga diperlukan system 

administrasi kependudukan yang sistematik. 

sistem    informasi   sebagai  sekumpulan prosedur   yang   ada   pada   suatu   

organisasi   dan memberikan  informasi  bagi  pengambil  keputusan untuk    

dapat    mengendalikan    infomasi dengan berbasi teknologi.34     

B. Kajian Asas/Prinsip Penyusunan Naskah Akademik 

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik yaitu 

penelitian hukum yuridis-normatif, yang akan meneliti dan melakukan kajian-

kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip norma yang terumuskan dalam 

peraturan perundang-undangan. Hasil kajian asas-asas atau prinsip-prinsip norma 

tersebut  akan dipergunakan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang 

                                                           
32 Lucky Radita Alma, 2019, Ilmu Kependudukan, Malang: Wineka Media, h.1 
33 Agustina Bidarti, Ibid.,h.6 
34 Endang Amalia dan Yayat Supriyatna, Perancangan Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan Sebagai Pengembangan Egovernment, Prosiding Seminar Ilmu Komputer dan 
Teknologi Informasi,  vol. 2, No. 1, Maret 2017,  h.82 



42 
 

Administrasi Kependudukan. Kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip norma 

selaras dengan Pasal 176 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja telah mengubah Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, dan berbunyi Perda dan Perkada sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan 

perundang-undangan, dan putusan pengadilan. 

Berdasarkan perubahan Pasal 250 tersebut di atas, maka kajian asas-asas atau 

prinsip-prinsip penyusunan norma meliputi (a) kajian  terhadap asas-asas atau 

prinsip-prinsip pembentukan rancangan peraturan daerah, (b) dan asas-asas atau 

prinsip-prinsip muatan materi yang meliputi asas-asas materi muatan rancangan 

peraturan daerah, asas-asas materi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan 

asas-asas atau prinsip-prinsip substansi rancangan peraturan daerah. 

1. Kajian asas/prinsip pembentukan Rancangan Peraturan Daerah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, Pasal 5 telah mengatur tentang teknis pembentukan 

peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan daerah yang tidak 

boleh  bertentangan dengan asas  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

yang baik, yang meliputi:  

a. kejelasan tujuan. 

Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai 

tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Ada pun tujuan pengaturan 

administrasi kependudukan, yaitu untuk mewujudkan perlindungan dan 
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pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap 

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting di Daerah. 

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. 

Setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga 

negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang 

berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau 

batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang 

tidak berwenang. Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi 

Kependudukan merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Semarang dan dibuat bersama-sama dengan Pemerintah Kota 

Semarang, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan 

Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. 

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar 

memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki 

peraturan perundang-undangan. Pembentukan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Administrasi Kependudukan mendasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana 

Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya, 

baik Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam 

negeri.  

d. dapat dilaksanakan. 

Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus 

memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di 

dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan 

mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan pemberlakuan peraturan 

perundang-undangan, yaitu: 

1) unsur filosofis 

Administrasi kependudukan merupakan upaya sadar, sistematis dan 

terpadu mengenai perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan 

status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan 

dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kota Semarang 

yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2) Unsur sosiologis 

peningkatan budaya hukum dan pelayanan  professional yang berbasis 

teknologi informatika menjadi faktor penentu efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan admnistrasi kependudukan, sehingga diperlukan  

pengaturan tentang Administrasi Kependudukan. 
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3) Unsur yuridis 

Peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan 

telah mengalami perkembangan, sehingga Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan perlu disesuaikan agar pelayanan Administrasi 

Kependudukan dapat berjalan dengan sistematik, terpadu dan tidak 

diskriminatif serta  menjadi pegangan bagi penyelenggara daerah yang 

berhubungan dengan kependudukan; telah disesuaikan dengan 

perkembangan peraturan perundang-undangan. 

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan. 

Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar 

dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan 

merupakan bentuk perlindungan hak masyarakat kota Semarang atas 

pengakuan peristiwa kependudukan dan peristiwa hukum. Pengakuan 

tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pemenuhan 

kebutuhan kemasyarakatan dan ketatanegaraan. Misal, NIK Kartu Tanda 

Penduduk dapat dipergunakan untuk persyaratan profesi, ekonomi dan 

perdagangan serta politik. 

f. kejelasan rumusan. 

Setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis 

penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau 

istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga 

tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 
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Penyusunan rumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi 

Kependudukan akan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan muatan materi 

Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi yang mengatur administrasi kependudukan. 

g. keterbukaan. 

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan 

pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Seluruh lapisan masyarakat 

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan 

dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Pembentukan naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Administrasi Kependudukan melalui mekanisme dan tahapan-tahapan 

pembentukan peraturan perundang-undangan secara terbuka dengan 

melibatkan Perguruan Tinggi, Legislatif, Eksekutif, Masyarakat dan 

pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan Naskah Akademik dan 

Rancangan Peraturan Daerah melalui Focus Group Discussion, dan Public 

Hearing, baik dilakukan secara offline maupun online. 

2. Kajian asas/prinsip muatan materi   

a. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan  

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, Pasal 6 menegaskan, bahwa materi muatan 
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peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah harus 

mencerminkan asas: 

1) pengayoman 

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi 

memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. 

Secara asasi, anggota masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan 

perlindungan atas peristiwa kehidupan dan peristiwa penting lainnya. 

Masyarakat berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus 

untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 

persamaan dan keadilan, serta berhak atas perlindungan sosial dan 

hukum yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai 

manusia yang bermartabat. Namun demikian, secara empirik masih ada 

anggota masyarakat yang belum memperoleh hak-hak tersebut.  

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pengayoman melalui 

kebijakan-kebijakan regulasi (in abstracto) dan implementatif (in 

concreto) terhadap anggota masyarakat, agar terbentuk watak serta 

kepribadian yang berjati diri, mandiri dan bermartabat dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

2) kemanusiaan 

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta 

harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara 

proporsional. 

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang  Administrasi 

Kependudukan berorientasi pada terpenuhinya penghormatan, 

pelindungan, pemenuhan hak dan pemberdayaan anggota masyarakat 
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sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Nilai kemanusiaan 

harus melekat pada muatan materi, baik bagi penyelenggara daerah 

dalam memberikan pelayanan publik dan masyarakat yang memiliki 

hak-hak kemanusiaan yang perlu dilindungi dan mendapatkan 

perlindungan.   

3) kebangsaan 

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan 

tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi 

Kependudukanl mendasarkan pada kesamaan hak dan kewajiban, 

equality before the law, tidak mengandung diskriminasi dan 

mewujudkan keadilan sosial, dalam pelayanan publik. Rancangan 

Peraturan Daerah a quo akan melayani warga Negara yang akan 

bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Semarang dengan tidak 

memandang ras, suku, bangsa dan status social lainnya.  

4) kekeluargaan 

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap 

pengambilan keputusan. 

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi 

Kependudukan mendasarkan pada keterbukaan dan  menampung 

aspirasi masyarakat, serta pengambilan keputusan didasarkan pada 

musyawarah mufakat antara legislatif dan eksekutif dengan melibatkan 

masyarakat. 
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5) kenusantaraan; 

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa 

memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi 

Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah 

merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan 

dibentuk dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi, sehingga materi muatannya memperhatikan 

harmonisasi dan sinergi dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tingi, dan Rancangan Peraturan Daerah a quo menjadi bagian 

peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

6) bhinneka tunggal ika 

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan 

keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah 

serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi 

Kependudukan memperhatikan keragaman dalam masyarakat, tidak 

membeda-bedakan, semua satu dalam kebinekaan, memperhatikan 
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kepentingan keagamaan, kepentingan Warga Negara Asing yang akan 

berdomisili atau melaksanakan profesinya di kota Semarang. 

7) keadilan 

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. 

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi 

Kependudukan mendasarkan terwujudnya keadilan sosial, yaitu keadilan 

masyarakat, keadilan bagi semua anggota masyarakat  Kota Semarang. 

Keadilan yang diterapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Administrasi Kependudukan diupayakan akan menerapkan keadilan 

sosial, yaitu keadilan untuk masyarakat, bukan keadilan individual. 

8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh 

memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, 

antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. 

Prinsip equality before the law merupakan prinsip materi Naskah 

Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi 

Kependudukan, melalui kebijakan regulasi (in abstracto) dan pelayanan 

publik (in concreto) diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada 

anggota masyarakat untuk memiliki kesamaan dan kesempatan yang 

sama dalam harkat dan martabat sebagai manusia.  

9) ketertiban dan kepastian hukum. 

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat 

mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian 

hukum. 
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Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi 

Kependudukan akan mewujudkan tujuan hukum, yaitu kepastian 

hukum, ketertiban dan keadilan terhadap anggota masyarakat melalui 

kebijakan regulasi dan implementatif. Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Administrasi Kependudukan akan mewujudkan kepastian 

hukum dan ketertiban melalui kepemilikan Nomor Induk 

Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu 

Perkawinan serta Kartu Kematian. 

10)   keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara 

kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. 

Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi 

Kependudukan akan memperhatikan dan mengatur  kepentingan idividu, 

masyarakat dan Negara. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi dan 

sinkronisasi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah a quo dengan 

peraturan perundang-undangan yang setara dan yang lebih tinggi.  

b. Materi muatan penyelenggaraan pemerintahan daerah  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

dalam Pasal 58 menegaskan, bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berpedoman pada asas 

penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: 

1) kepastian hukum 

Mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. 

2) tertib penyelenggara negara 
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Menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam 

pengendalian penyelenggara negara, karena Negara dalam hal ini 

Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah memiliki kewajiban 

mengatur, menyerasikan dan menyeimbangkan kepentingan anggota 

masyarakat. 

3) kepentingan umum 

Mendahulukan kesejahteraan umum (masyarakat)  dengan cara yang 

aspiratif, akomodatif, dan selektif dengan mempertimbangkan nilai-

nilai kemanusiaan. 

4) keterbukaan 

Membuka diri terhadap hak masyarakat, untuk memperoleh informasi 

yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan 

negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi 

pribadi, golongan, dan rahasia negara. 

5) proporsionalitas 

Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara 

negara. 

6) profesionalitas 

Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

7) akuntabilitas 

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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8) efisiensi 

Berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam 

penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik dan 

maksimal. 

9) efektivitas 

Berorientasi pada tujuan yang tepat guna. 

10) keadilan 

Setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan 

keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. 

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut apabila 

ditegakkan akan berdampak positip terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam 

penyelenggaraan administrasi kependudukan rentan terjadinya 

penyalahgunaan kewenangan atau jabatan yang mengarah pada gratifikasi 

dan penyuapan, oleh karena itu pengawasan dan pembinaan secara terpadu 

harus selalu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

c. Materi muatan substansi Administrasi Kependudukan 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengatur hak asasi manusia, sebagaimana terumuskan dalam Pasal 

28D ayat (1), bahwa: 

(1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum. 

(2) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 
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Pasal 28H ayat (2), bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan 

dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat 

yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 

Pasal 28I ayat (2), bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan 

yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskrimantif itu. 

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan mengatur: 

a) Hak dan kewajiban penduduk 

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: 

i. dokumen kependudukan; 

ii. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil; 

iii. perlindungan atas data pribadi; 

iv. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; 

v. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan 

vi. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan 

dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta 

penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana. 

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan 

peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana 

dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil. 
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b) Kewenangan penyelenggaran dan Instansi Pelaksana 

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab 

menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang 

dilakukan oleh Wali Kota dengan kewenangan meliputi: 

i. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 

ii. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di 

bidang Administrasi Kependudukan; 

iii. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan; 

iv. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan; 

v. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang 

Administrasi Kependudukan; 

vi. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian 

urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas 

pembantuan; 

vii. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala 

kabupaten/kota; dan 

viii. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan. 

Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi 

Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: 

i. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa 

penting; 
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ii. memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada 

setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan 

peristiwa penting; 

iii. menerbitkan dokumen kependudukan; 

iv. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil; 

v. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting; dan 

vi. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang 

disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil; 

c) pendaftaran penduduk; 

d) pencatatan sipil; 

e) sistem informasi administrasi kependudukan; 

f) perlindungan data pribadi penduduk; dan 

g) ketentuan penyidikan. 

3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. 

Pasal 7 ayat (1) 

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab 

menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang 

dilakukan oleh Wali Kota dengan kewenangan meliputi: 

a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 

b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di 

bidang Administrasi Kependudukan; 



57 
 

c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan; 

e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi 

Kependudukan; 

f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan 

Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; 

g. penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari 

data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan 

oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan 

pemerintahan dalam negeri; dan 

h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan. 

Pasal 8 

(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi 

Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: 

a. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa 

penting; 

b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada 

setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan 

peristiwa penting; 

c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen 

kependudukan; 

d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil; 
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e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting; dan 

f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang 

disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil. 

(2)  Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk 

pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang 

beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai 

pencatat pada KUA Kecamatan. 

(3)    Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh 

UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta 

Pencatatan Sipil. 

(4)   Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan 

dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang 

agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas 

pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 12  

(1)    Petugas registrasi membantu kepala desa atau lurah dan instansi 

pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

(2)   Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat 

dan diberhentikan oleh Wali Kota diutamakan dari Pegawai 

Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan 

pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. 

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-undang.  

Pasal 12 ayat (2) huruf f menentukan, bahwa urusan pemerintahan 

wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil. 

Lampiran L: Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merumuskan kewenangan 

Pemerintah Daerah, meliputi: 

1. pendaftaran penduduk, melakukan pelayanan pendaftaran penduduk. 

2. pencatatan sipil, melakukan pelayanan pencatatan sipil. 

3. pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, melakukan: 

a. pengumpulan data kependudukan. 

b. pemanfaatan dan penyajian database kependudukan Daerah. 

4. profile kependudukan, melakukan penyusunan profile kependudukan 

Daerah. 

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. 

Pasal 18 

(1) Wali Kota menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan 

di Daerah. 

(2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota memiliki 

kewenangan meliputi: 

a. koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi 

Kependudukan; 

b. pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Daerah; 

c. pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi 

Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan 

Administrasi Kependudukan; 

e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang 

Administrasi Kependudukan; 

f. penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain 

untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi 

Kependudukan; 

g. penyajian Data Kependudukan berskala Daerah yang berasal 

dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan 

dibersihkan oleh Kementerian; dan 
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h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan 

Administrasi Kependudukan. 

Pasal 21 

(1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, Wali Kota melaksanakan: 

a. koordinasi antarlembaga Pemerintah dan lembaga non-

Pemerintah; 

b. fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen 

Kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Daerah kepada perangkat daerah dan badan hukum 

Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak 

memiliki hubungan vertikal dengan pengguna di tingkat pusat; 

c. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan 

tinggi; 

d. pembuatan iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan 

elektronik; dan 

e. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku 

kepentingan dan masyarakat. 

Pasal 22 

Wali Kota melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat 

di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (2) huruf e secara terus menerus, cepat, tepat, mudah, dan 

tidak memungut biaya dari penduduk. 

Pasal 24 

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (2) huruf g, Wali Kota melakukan: 



62 
 

a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat data perseorangan, 

data agregat, dan data pribadi; dan 

b. penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang 

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan 

Sipil. 

Peraturan Presiden a quo dalam Pasal 2 mengatur pelayanan 

pendaftaran penduduk terdiri atas: 

a. pencatatan biodata Penduduk; 

b. penerbitan KK; 

c. penerbitan KTP-e1; 

d. penerbitan KIA; 

e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan 

f. pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan. 

7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2021 tentang 

Pencantuman Dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Dan/Atau 

Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Pelayanan Publik. 

Peraturan Presiden a quo dalam Pasal 2 mengatur pencantuman dan 

pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok 

Wajib Pajak dalam pelayanan publik meliputi: 

a. pensyaratan penambahan NIK dan/atau NPWP penerima layanan; 

b. pencantuman NIK dan/atau NPWP penerima layanan; 

c. validasi atas pencantuman NIK dan/atau NPWP; 

d. pemadanan dan pemutakhiran Data Kependudukan dan basis data 

perpajakan; dan 
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e. pengawasan. 

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. 

Pasal 2 

Penyelenggara Adminduk Daring meliputi: 

a. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk 

penyelenggaraan administrasi kependudukan secara nasional; 

b. kepala Disdukcapil Provinsi; 

c. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota; dan 

d. kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota. 

Pasal 3 

(1) Pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui SIAK sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Selain melalui SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui sistem pendukung 

layanan SIAK. 

(3) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), meliputi: 

a. penerapan Dokumen Elektronik dan TTE; 

b. pelayanan kepada penduduk secara daring; 

c. alih media dokumen cetak menjadi Dokumen Elektronik; 

d. pendokumentasian Dokumen Elektronik; 

e. pemeriksa keaslian Dokumen Elektronik; 

f. monitoring dan evaluasi pelayanan Dokumen Elektronik; 

g. penyelenggara sertifikasi elektronik; 

h. pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan; dan 
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i. pelayanan tata naskah dinas berbasis elektronik. 

(4)  Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), menjadi satu kesatuan dalam Pelayanan Adminduk Daring. 

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 

2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi 

Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; 

Pasal 2 

(1) Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk 

Rentan Administrasi Kependudukan, meliputi: 

a. Penduduk Korban Bencana Alam; 

b. Penduduk Korban Bencana Sosial; 

c. Orang Terlantar; dan 

d. Komunitas Terpencil. 

(2) Selain Penduduk Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan juga dilakukan 

terhadap Penduduk yang Menempati Kawasan Hutan, tanah negara 

dan/atau tanah dalam Kasus Pertanahan. 

Pasal 3 

(1) Penyelenggaraan Pendataan dan penerbitan Dokumen 

Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan 

akibat korban Bencana Alam dan/atau Korban Bencana Sosial 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, 

dilaksanakan sesuai dengan penetapan status darurat Bencana yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

(2) Status darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi: 
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a. Bencana skala nasional; 

b. Bencana skala provinsi; dan 

c. Bencana skala kabupaten/kota. 

(3)  Penyelenggara Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan 

bagi Orang Terlantar, Komunitas Terpencil dan Penduduk yang 

Menempati Kawasan Hutan, tanah negara dan/atau tanah dalam 

Kasus Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

huruf c dan huruf d serta ayat (2), dilaksanakan oleh Disdukcapil 

Kabupaten/Kota. 

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 

Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 

Pasal 2 

(1) Pedokumentasian Adminduk dilaksanakan oleh: 

a. Disdukcapil Kabupaten/kota dan UPT Disdukcapil 

Kabupaten/Kota; dan 

b. Disdukcapil Provinsi untuk pemanfaatan data dan Dokumen 

Kependudukan. 

(2) Dalam Pendokumentasian adminduk di kecamatan dan 

desa/kelurahan, Disdukcapil Kabupaten/Kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, menempatkan petugas yang 

berasal dari unsur: 

a. pegawai Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau 

b. petugas yang berasal dari kecamatan dan desa/kelurahan yang 

ditunjuk. 
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Pasal 3 

(1) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi 

proses pengelolaan dokumen berupa: 

a. Dokumen Aktif; dan 

b. Dokumen Inaktif. 

(2) Dokumen Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

digunakan untuk: 

a. penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan; 

b. penyelenggaraan Pencatatan Sipil; dan 

c. penyelenggaraan pemanfaatan data dan Dokumen 

Kependudukan. 

(3) Dokumen Aktif untuk penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi: 

a. formulir Pendaftaran Penduduk yang telah diisi oleh 

penduduk; 

b. salinan dokumen yang menjadi persyaratan administrasi 

Pendaftaran Penduduk; 

c. surat keterangan kependudukan hasil pelayanan Pendaftaran 

Penduduk; 

d. KK; 

e. KIA; dan 

f. buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk. 

(4) Dokumen Aktif untuk penyelenggaraan Pencatatan Sipil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: 

a. formulir Pencatatan Sipil yang telah diisi oleh penduduk; 
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b. salinan dokumen yang menjadi persyaratan administrasi 

Pencatatan Sipil; 

c. surat keterangan pelayanan Pencatatan Sipil; 

d. register akta Pencatatan Sipil; dan 

e. buku yang digunakan dalam Pencatatan Sipil. 

(5) Dokumen Aktif untuk penyelenggaraan pemanfaatan data dan 

Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c, meliputi: 

a. nota kesepahaman; 

b. perjanjian kerja sama; 

c. petunjuk teknis; 

d. formulir pengajuan User ID; 

b. hasil proof of concept, dan berita acara serah terima kartu 

Secure Access Module. 

Pasal 4 

(1) Dokumen Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), 

ayat (4), dan ayat (5) dapat berubah menjadi Dokumen Inaktif. 

(2) Perubahan Dokumen Aktif menjadi Dokumen Inaktif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dikarenakan frekuensi penggunaannya 

sudah menurun/berkurang sehingga dapat diretensi, kecuali register 

akta Pencatatan Sipil. 

Pasal 5 

Pendokumentasian Adminduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dan Pasal 3, dilakukan secara: 

a. manual; dan 

b. daring. 
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11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 

2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi 

Kependudukan 

Pasal 2 

(1)  Formulir meliputi: 

a. Formulir yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk; 

b. Formulir yang digunakan dalam Pencatatan Sipil; dan 

c. Formulir yang digunakan dalam Pemanfaatan Data dan 

Dokumen Kependudukan. 

(2)  Formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi: 

a. Formulir pengajuan pelayanan; dan 

b. Formulir hasil pelayanan. 

(3) Formulir Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Formulir 

pengajuan pelayanan.  

12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

Pasal 3 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk: 

a. mewujudkan ketertiban dan ke pastian hukum; 

b. mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; dan 

c. menciptakan database kependudukan yang sah, akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai data dasar kependudukan dalam 

perencanaan pembangunan. 
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C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta 

permasalahan yang dihadapi masyarakat. 

Administrasi kependudukan merupakan upaya mendasar dari urusan pemerintahan 

Daerah terhadap adanya suatu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting 

lainnya, dengan tujuan memberikan pengakuan dan perlindungan kepada 

penduduk. Pemerintah Daerah Kota Semarang telah melakukan upaya-upaya 

tersebut melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Secara implementatif, upaya yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang meliputi pendaftaran penduduk 

dan pencatatan sipil yang dapat dilayani melalui sistem on line (daring). 

Keberhasilan Pemerintah Kota Semarang dalam proses pendaftaran dan pencatatan 

sipil tersebut, diiringi dengan adanya catatan-catatan kelemahan dari aspek 

regulasi yang berpengaruh terhadap implementasi pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil. Fakta-fakta sosial dan faktor perkembangan peraturan perundang-

undangan berpengaruh terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana studi 

komparatif dengan konsep Peraturan Daerah terlampir, antara lain: 

1. Perlunya pembaharuan konsiderans dan dasar mengingat. 

2. Pendefinisian kata atau frase yang belum ada dan/atau sudah ada pendefinisian 

namun perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-

undangan. Misal, kata/frase kepala daerah, rukun tetangga, Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil, penyelenggara, penduduk non permanen, naskah dinas 

elektronik, tanda tangan elektronik, dokumen elektronik, admi nistrasi 

kependudukan melalui daring. 
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3. Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan belum merumuskan  asas, maksud, tujuan dan 

ruang lingkup. 

4. Kewenangan Pemerintah Daerah harus disesuaikan dengan Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Pasal 18 Peraturan Pemerintah 

Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan dalam Bab IV belum mengatur proses pendaftaran. 

6. Dalam Pasal 14 Peraturan Daerah a quo tidak mengatur persyaratan penduduk 

Kota Semarang yang akan bertransmigrasi. 

7. Penghapusan Pasal 17 dan Pasal 23 Peraturan Daerah a quo yang berkaitan 

dengan uang jaminan bagi penduduk orang asing yang tinggal di Kota 

Semarang. 

8. Belum diaturnya pencatatan perkawinan bagi penduduk penganut aliran 

kepercayaan. 

9. Perlunya penambahan kata “pencatatan” pada Bagian Kedelapan: Paragraf 1, 

Paragraf 2, Paragraf 3, dan Bagian kesembilan: Paragraf 1, Paragraf 2, serta 

Bagian kesepuluh. 

10. Penambahan pelayanan administrasi kependudukan melalui daring. 

11. Penambahan pengaturan pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural 

administrasi kependudukan. 

12. Penambahan pengaturan koordinasi dan kerja sama. 

13. Penambahan pengaturan pendanaan. 

14. Penambahan pengaturan pembinaan dan pengawasan. 
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15. Penempatan sanksi administrasi harus disatukan dengan norma yang 

mengaturnya. 

Perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi 

kependudukan dapat menghambat kerja dan kinerja Pemerintah Daerah Kota 

Semarang dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan 

sipil, sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kerugian penduduk. 

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-

undangan yabg berkaitan dengan administrasi kependudukan melalui 

pembaharuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan.  

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam 

Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya 

terhadap aspek beban keuangan negara. 

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan  yang 

akan diperbaharui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang bersama 

dengan Pemerintah Daerah, akan memuat konsiderans yang berlandaskan unsur 

filosofis, sosiologis dan yuridis, dasar hukum, dan akan memasukan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang baru, yang mengubah atau mencabut 

peraturan perundang-undangan yang lama, serta dalam rancangan batang tubuh 

akan menyempurnakan dan memuat: 

1. ketentuan umum; 

2. asas, maksud dan tujuan; 

3. ruang lingkup; 

4. hak dan kewajiban penduduk; 

5. kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan; 

6. pendaftaran penduduk; 
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7. pencatatan sipil; 

8. data dan dokumen kependudukan; 

9. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat terjadi keadaan darurat dan 

luar biasa; 

10. sistem informasi administrasi kependudukan; 

11. pelayanan administrasi kependudukan daring; 

12. perlindungan data pribadi penduduk; 

13. koordinasi dan kerja sama; 

14. pengawasan dan pembinaan; 

15. pendanaan; 

16. ketentuan peralihan; 

17. ketentuan penutup. 

Ketentuan baru dalam Peraturan Daerah a quo yang akan diperbaharui yang dapat 

berpengaruh secara signifikan terhadap perumusan norma dan pelayanan 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, antara lain: 

a. pembaharuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan akan menyempurnakan norma-norma dalam 

perubahan Peraturan Daerah a quo. Pembaharuan tersebut disesuaikan dengan 

berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi 

kependudukan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan sub bab 

B; 

b. Penambahan norma asas, maksud dan tujuan akan mempertegas dan 

memperjelas penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 
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c. Penambahan norma pelayanan administrasi kependudukan melalui daring 

sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dan pedoman pelayanan  

administrasi kependudukan; 

d. Penambahan norma koordinasi dan kerjasama sebagai upaya mengatasi 

keterbatasan yang ada, dan mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelayanan 

administrasi kependudukan; dan 

e. Sanksi adminsitratif akan dimasukan dalam norma yang mengatur 

pelanggaran, tidak terpisah dalam bab tersendiri. 

f. Beberapa penambahan, pengurangan dan perubahan  norma akan 

menyempurnakan implementasi peraturan daerah a quo. 

g. Koordinasi dan Kerjasama  

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bersifat vertikal dan horizontal, 

sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya, pihak 

swasta, dan organisasi kemasyarakatan. Keterbatasan-keterbatasan Pemerintah 

Daerah akan terselesaikan dengan koordinasi dan kerja sama tersebut, terutama 

keterbatasan anggaran dan sarana prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah.  

h. Pendanaan. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk urusan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil akan memerlukan anggaran, apalagi telah 

ditentukan, bahwa masyarakat dibebaskan dari biaya administrasi pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil. 

Pelaksanaan peraturan daerah selalu akan memerlukan anggaran penyelenggaraan 

administrasi kependudukan yang dapat diambilkan dari anggaran pendapatan belanja 

daerah dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, seperti pemanfaatan tanggung jawab sosial dan  
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lingkungan badan usaha (corporate social responsibility). Penganggaran 

penyelenggaraan admnistrasi kependudukan dapat diperkecil dengan peran serta 

masyarakat dan corporate social responsibility.  
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, Pasal 14 menyatakan, bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi 

khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan legal standing 

dalam membahas dan mengkaji penyelenggaraan administrasi kependudukan. 

Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai landasan hukum dalam 

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan 

pelaksanaan undang-undang tersebut. 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan telah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

dengan perubahannya, namun ada beberapa norma yang belum terumuskan dalam 

Peraturan Daerah a quo. 

Perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 berpengaruh terhadap perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, antara lain: 
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1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan berpengaruh pula terhadap struktur dan muatan materi Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan, seperti perumusan konsiderans, dasar mengingat, perumusan 

asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup, serta penulisan sanksi administratif 

yang harus menyatu dengan normanya. 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 mendominasi norma-norma dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yaitu norma yang 

terumuskan dalam: 

a. Bab I Ketentuan Umum tentang pengertian, yaitu penyelenggara, 

administrasi kependudukan, sistem informasi administrasi kependudukan, 

penduduk, warga Negara Indonesia, orang asing, dokumen kependudukan, 

data kependudukan, pedaftaran penduduk, peristiwa kependudukan, nomor 

induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, pencatatan 

sipil, pejabat pencatatan sipil, peristiwa penting, izin tinggal terbatas, izin 

tinggal tetap, petugas registrasi, data pribadi, dan kantor urusan agama 

kecamatan;  

b. Bab II Hak dan Kewajiban Penduduk, mengambil dari rumusan Pasal 2; 

c. Bab III Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan, 

mengambil dari rumusan Pasal 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 

10, Pasal 11, dan Pasal 12; 
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d. Bab IV Pendaftaran Penduduk, mengambil rumusan Pasal 13, Pasal 14, 

Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 

26; 

e. Bab V Pencatatan Sipil, mengambil rumusan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, 

Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 

37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, 

Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52, Pasal 

53, Pasal 54 ayat (4), Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57; 

f. Bab VI Data dan Dokumen Kependudukan, mengambil rumusan Pasal 58, 

Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 sampai 

dengan Pasal 79; 

g. Bab VII Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Saat Terjadi Keadaan 

Darurat dan Luar Biasa, mengambil rumusan Pasal 80 dan Pasal 81; 

h. Bab VIII Sistim Informasi Administrasi Kependudukan, mengambil 

rumusan Pasal 82 dan Pasal 83; 

i. Bab IX Perlindungan Data Pribadi Penduduk, mengambil rumusan Pasal 

84 sampai dengan Pasal 86; 

j. Bab IXA Koordinasi dan Kerjsama, mengambil rumusan kearifan  local; 

k. Bab IXB Pendanaan, mengambil ruymusan Pasal 87A; 

l. Bab X Penyidikan, mengambil rumusan norma Pasal 88; 

m. Bab XI sanksi administratif, penempatan satu teks dengan normanya, 

Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92. 

n. Bab XII Ketntuan Pidana, mengambil rumusan Pasal 93 sampai dengan 

Pasal 95, Pasal 95A, Pasal 95B, Pasal 96, Pasal 96A, Pasal 97, Pasal 98, 

Pasal 99; 
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o. Bab XIII Ketentuan Peralihan, mengambil rumusan Pasal 100 dan Pasal 

101. 

p. Bab XIV Ketentuan Penutup, mengambil rumusan norma Pasal 102 dan 

Pasal 103. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan, merumuskan 

norma dalam: 

a. Bab III tentang Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan, 

mengambil dari rumusan Pasal 18; 

b. Bab IV Pendaftaran Penduduk, mengambil rumusan norma Pasal 40. 

c. Bab  (baru) Pembinaan dan Pengawasan, mengambil rumusan norma Pasal 

62-Pasal 65. 

4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, merumuskan: 

a. Bab I Ketentuan Umum, memberikan pengertian Kartu Identitas Anak, 

dengan mengambil rumusan norma Pasal 1 angka 9; 

b. Bab IV Pendaftaran Penduduk, mengambil rumusan Pasal 2 sampai 

dengan Pasal 23 dan Pasal 24 sampai dengan Pasal 30; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas 

Anak, mengambil rumusan norma kartu identias anak., Pasal 3, Pasal 7, Pasal 

10 sampai dengan Pasal 12,  Pasal 17 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan 

Administrasi Kependudukan Melalui daring; 
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Bab VIII Sistim Informasi Administrasi Kependudukan, mengambil rumusan 

norma Pasal 3 dan Pasal 5.  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran 

Penduduk Non Permanen. 

a. Bab I Ketentuan Umum, mengambil rumusan pengertian penduduk non 

permanen dari norma Pasal 1 angka 7; 

b. Bab IV Pendaftaran Penduduk, mengambil rumusan norma Pasal 2, Pasal 

3, Pasal 11, dan Pasal 12; 

c. Bab VI Data dan Dokeumen Kependudukan, mengambil rumusan norma 

penduduk non permanen. 

8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil.  

Bab I Ketentuan Penyidikan, mengambil rumusan norma pengertian penyidi 

pegawai negeri sipil. 

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan. 

Bab I Ketentuan Umum, mengambil rumusan norma tentang Rukun Tetangga. 

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan setelah Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan telah banyak mengubah ketentuan norma, sehingga perlu 

dilakukan harmonisasi. Peraturan perundang-undangan di atas tidak mengatur tentang 

uang jaminan bagi warga Negara asing yang akan tinggal di Indonesai, maka 

ketentuan norma  dalam Peraturan Daerah Kota Semarang  Nomor 4 Tahun 2016 

harus dicabut/dihapus karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di 

atasnya. Kearifan-kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan di atasnya tetap berlaku, dalam rangka memenuhi kebutuhan regulasi yang 

berkaitan dengan administrasi kependudukan.  
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

menentukan, bahwa pertimbangan peraturan perundang-undangan memuat unsur 

filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar pemberlakukan suatu peraturan 

perundang-undangan. Lampiran II angka 19 menjelaskan, bahwa pokok pikiran pada 

konsiderans Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan 

yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya 

ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. 

Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan 

pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta 

falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, bahwa nilai-nilai 

Pancasila, baik nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi maupun keadilan 

social menjadi landasan ideologis dan moralitas dalam pembentukan peraturan daerah, 

serta amanat konstitusi menjadi landasan sosiologis yuridis dalam mencapai tujuan 

pembentukan peraturan daerah, baik berupa perlindungan, penghormatan, dan 

pemberdayaan hak, serta penegakkan hak asasi manusia.  

Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Artinya, kebutuhan yang diamanatkan 

dalam konstitusi harus direalisasikan dengan muara akhir pada terwujudnya tujuan 

Negara sebagaimana yang dimaksud dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia secara merata, adil dan berkepastian hukum. 
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Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi 

permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan 

aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin 

kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Artinya, bahwa pembentukan 

peraturan daerah harus menyesuaikan dengan dinamika masyarakat, agar terwujud 

kesejahteraan dan keadilan yang berkepastian hukum. Pembentukan peraturan daerah 

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan memuat 3 (tiga) unsur filosofis, 

sosiologis dan yuridis, sebagaimana tersebut di bawah ini. 

A. Landasan Filosofis 

Eksistensi manusia sebagai penduduk dalam suatu Negara pada hakekatnya 

terletak pada identitas penduduk sebagai bagian dari Negara. Identitas penduduk 

mencerminkan pengakuan atas eksistensinya dan memiliki hak untuk 

menggunakan identitasnya dalam pemenuhan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.  Setiap orang memiliki hak asasi manusia, antara lain 

hak untuk mendapatkan pelindungan, pemajuan dan penghormatan terhadap hak 

asasi atas identitas seseorang, salah satunya hak untuk mendapatkan pengakuan 

yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak asasi tersebut terumuskan dalam 

Declaration of Human Rights, Pasal 1, bahwa sekalian orang dilahirkan merdeka 

dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan 

budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Pasal 6 

menegaskan, bahwa setiap orang atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap 

undnag-undang di mana saja ia berada. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 28D ayat (1) mengamanatkan, bahwa setiap 

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 
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adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan ayat (4) mengamanatkan 

setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Hak asasi manusia merupakan 

Pemberian dari Tuhan yang Maha Esa, yang tidak bisa diganggu gugat dari aspek 

spiritual, namun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

pelaksanaan hak asasi dalam pembatasan-pembatasan sebagaimana ketentuan 

Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

bahwa pelaksanaan hak asasi dibatasi dengan undang-undang yang semata-mata 

untuk pengakuan, penghormatan dan keadilan bagi sesama manusia. Hal tersebut 

sesuai dengan nilai Ketuhanan yang mengedepankan toleransi dan saling 

menghormati sesama makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Pertimbangan 

agama atau ketuhanan menjadi landasan utama pelaksanaan hak asasi manusia. 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan mengatur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai 

bagian dari pengamalan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuam demokrasi dan 

keadilan dari sila Pancasila.  

Nilai ketuhanan diimplementasikan dalam wujud pengakuan Negara terhadap 

agama yang dianut oleh warna Negara sebagai penduduk dan dicatat dalam 

dokumen kependudukan, termasuk aliran kepercayaan. Nilai kemanusiaan, 

diimplemntasikan dalam wujud pengakuan, penghormatan dan perlindungan 

warga Negara sebagai penduduk, baik secara administrative maupun secara 

fungsional dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai persatuan, dalam penyelenggaraan 

administrasi kependudukan berlaku untuk semua warga Negara, termasuk warga 

Negara asing yang berdomisildi Indonesia, tanpa adanya diskriminasi, dan semua 

sama di hadapan hukum dan pemerintahan, Nilai demokrasi, penyelenggaraan 

administrasi kependudukan didasarkan pada kesepakatan melalui lembaga 
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perwakilan dalam rangka pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap 

hak-hak warga Negara sebagai penduduk. Oleh karena itu, administrasi 

kependudukan bukan hanya sebagai hak, tetapi lebih bersifat kewajiban bernegara, 

kewajiban untuk mencatatkan diri sebagai penduduk, agar Pemerintah Daerah 

dapat melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan dokumen data 

kependudukan. Nilai keadilan social, penyelenggaraan admnistrasi kependudukan 

bagi semua warga Negara, tanpa adanya perbedaan apa pun. Warga Negara 

mempunyai kesempatan yang sama untuk mencatatkan diri pribadinya sebagai 

penduduk kota Semarang. Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

menegaskan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 

hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap 

penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan 

dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di 

dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;. 

B.  Landasan Sosiologis 

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan 

telah berkembang dengan pesat, baik yang berkaitan dengan pembentukan 

peraturan perundang-undangan maupun materi pengaturan administrasi 

kependudukan. 

Perubahan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan diundangkannya  

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan berdampak pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yaitu antara lain sanksi 
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administrative tidak berdiri sendiri dalam suatu bab, tetapi disatukan dengan 

norma pelanggaran kewajiban. 

Perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi 

penyelenggaraan administrasi kependudukan cukup banyak, setelah 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 

antara lain rumusan tentang pelayanan administrasi kependudukan melalui daring, 

pengesahan dokumen kependudukan dengan barcode electronic.  

Ketidaksesuaian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan  dengan Peraturan perundang-undangan di atasnya, 

yang tidak mengatur uang jaminan bagi warga Negara asing yang akan berdomisili 

di Kota Semarang, sehingga perlu dilakukan penghapusan norma uang jaminan 

tersebut. 

Pembaharuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan merupakan kebutuhan dasar agar terwujud kepastian 

hukum dan peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan 

tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi 

standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam 

pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh 

untuk mengatasi permasalahan kependudukan. Peningkatan budaya hukum dan 

pelayanan  profesional yang berbasis teknologi informatika menjadi faktor penentu 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan admnistrasi kependudukan, sehingga 

diperlukan penyempurnaan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan, 

dengan memasukan norma-norma yang berkaitan dengan penggunaan elektronik 

dan siber dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.   
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C.  Landasan Yuridis 

Pemerintah Daerah Kota Semarang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

Penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut mengalami hambatan 

pelaksanaannya, karena perkembangan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan administrasi kependudukan, antara lain dengan diundangkannya: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 

dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 45). 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6801). 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) Sebagaimana telah diubah 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475). 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5587) sebagaimana diubah 

beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya 

Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3079); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan 

di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 

Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 89); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 
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9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2021 tentang 

Pencantuman Dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor 

Pokok Wajib Pajak Dalam Pelayanan Publik. 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 

tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk 

Rentan Administrasi Kependudukan; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 

tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 

tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi 

Kependudukan. 

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan 

dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 199); 
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17. peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 

1); 

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota 

Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18). 

Peraturan perundang-undangan di atas menjadi legal standing Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, namun 

hanya ada beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dimasukan dalam 

dasar hukum atau mengingat, berdasarkan angka 28, angka 39 dan 40 Lampiran II 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-

Undasng Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

yaitu: 

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 

dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 45);; 

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) Sebagaimana telah diubah 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475). 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5587) sebagaimana diubah 

beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP 

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH  

 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

akan menjangkau setiap warga Negara, baik warga Negara Indonesia maupun Warga 

Negara Asing yang terlibat dalam peristiwa kependudukan  dan peristiwa penting 

lainnya yang terjadi di wilayah Kota Semarang. Prinsip equality before the law 

menjadi prinsip hukum dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, dan 

prinsip tanpa biaya dalam pengurusan administrasi kependudukan.Kedua prinsip 

tersebut akan mendorong dan tercapainya jangkauan penyelenggaraan administrasi 

kependudukan.  

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

mengatur kepentingan Pemerintah Daerah dan penduduk dalam proses pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil terhadap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting 

lainnya yang terjadi di Kota Semarang. Oleh karena itu, arah tujuan pengaturan 

Rancangan Peraturan Daerah a quo, yaitu: 

a. terwujudnya kepastian hukum kewenangan Pemerintah Daerah sebagai 

penyelenggara administrasi kependudukan; 

b. terwujudnya pedoman penyelenggaraan administrasi kependudukan, baik yang 

berkaitan dengan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil;; 

c. terwujudnya hak dan kewajiban penduduk dalam penyelenggaraan administrasi 

kependudukan; 

d. terwujudnya perlindungan dan keamanan data dan dokumen kependudukan; 

e. terwujudnya bangunan sistem informasi administrasi kependudukan; 
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f. terwujudnya bangunan sistem perlindungan data dan dokumen kependudukan; 

dan 

g. terwujudnya budaya hukum melalui pengaturan sanksi, baik sanksi pidana 

maupun sanksi administratif. 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

akan merumuskan muatan materi penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam 

ruang lingkup materi muatan secara utuh, yang akan terdeskripsikan secara utuh 

melalui matriks komparatif  Peraturan Daerah  Nomor 4 Tahun 2016 dengan 

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Naskah 

Akademik ini.  Ada pun ruang lingkup muatan materi Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan sebagaimana tersebut di bawah ini. 

A. Konsiderans (Menimbang) 

Konsiderans memuat unsur atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, 

sebagaimana dimaksud angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana tersebut di bawah ini: 

1. Bahwa administrasi kependudukan merupakan upaya sadar, sistematis dan 

terpadu mengenai perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status 

pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa 

Penting yang dialami oleh Penduduk Kota Semarang yang berada di dalam 

dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945;. 

2. bahwa peningkatan budaya hukum dan pelayanan  professional yang berbasis 

teknologi informatika menjadi faktor penentu efisiensi dan efektivitas 
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penyelenggaraan administrasi kependudukan, sehingga diperlukan  

pengaturan tentang Administrasi Kependudukan;  

3. bahwa peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan 

telah mengalami perkembangan, sehingga Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

perlu pembaharuan agar pelayanan Administrasi Kependudukan dapat 

berjalan dengan sistematik, terpadu dan tidak diskriminatif serta  menjadi 

pegangan bagi penyelenggara daerah yang berhubungan dengan 

kependudukan; 

B. Dasar Hukum (Mengingat) 

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar kajian hukum dalam 

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan berjumlah kurang lebih 18 (delapan belas) peraturan perundang-

undangan. Ada pun dasar hukum sebagai “mengingat” dalam Rancangan peraturan 

Daerah a quo sejumlah 9 (sembilan) peraturan perundang-undangan, yaitu: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) Sebagaimana telah 

diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475). 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) yang telah diubah dengan Undang-Undnag Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801). 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5587) sebagaimana diubah 

beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
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tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

6354); 

9. Peraturan Presiden  Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 184); 

C. Batang Tubuh 

Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan memuat materi: 

1. Ketentuan umum 

Ketentuan umum memuat pengertian dan/atau akronim dari suatu kata atau 

kalimat yang sering disebut dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yaitu: 

a. Daerah; 

b. Pemerintah Daerah; 

c. Wali Kota; 

d. Instansi Pelaksana; 

e. Kecamatan; 

f. Kelurahan; 

g. Camat; 

h. Lurah; 

i. Administrasi Kependudukan; 

j. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 

k. Penduduk; 

l. Warga Negara Indonesia; 
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m. Orang asing; 

n. Data kependudukan; 

o. Dokumen kependudukan; 

p. Pendaftaran penduduk; 

q. Peristiwa kependudukan; 

r. Nomor induk kependudukan; 

s. Kartu keluarga; 

t. Kartu tanda penduduk elektronik; 

u. Kartu identitas anak; 

v. Pencatatan sipil; 

w. Pejabat pencatatan sipil; 

x. Peristiwa penting; 

y. Izin tinggal terbatas; 

z. Izin tinggal tetap; 

aa. Petugas Registrasi; 

bb. Data pribadi; 

cc. Data base kependudukan; 

dd. Kantor urusan agama kecamatan; 

2. Asas, maksud dan tujuan 

Asas Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan, yaitu: 

a. kepastian hukum; 

b. kewajiban; 

c. perlindungan; 

d. pengakuan; dan 

e. keadilan. 
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Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan maksud sebagai arah, 

pedoman, dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam 

menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan. 

Administrasi Kependudukan diselenggarakan dengan tujuan: 

a. mewujudkan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi 

dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting 

di Daerah; 

b. memberikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan; dan 

c. mewujudkan kepastian hukum Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan.. 

3. Ruang lingkup 

Ruang lingkup penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi: 

a. hak dan kewajiban penduduk; 

b. kewenangan penyelenggara administrasi kependudukan; 

c. pendaftaran penduduk; 

d. pencatatan sipil; 

e. perlindungan data dan dokumen kependudukan; 

f. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat terjadi keadaan darurat 

dan luar biasa; 

g. sistem informasi administrasi kependudukan; 

h. pelayanan administrasi kependudukan; 

i. koordinasi dan kerja sama; 

j. larangan; 

k. pembinaan dan pengawasan;  

l. pendanaan; dan 
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m. peran serta masyarakat.; 

4. Hak dan kewajiban penduduk 

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: 

a. Dokumen Kependudukan; 

b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

c. perlindungan atas Data Pribadi; 

d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; 

e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan 

f. ganti rugi dan pemulian nama baik sebagai akibat kesalahan dalam 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data 

Pribadi oleh Instansi Pelaksana. 

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa 

Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi 

persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil. 

5. Kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan 

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan 

urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan, meliputi: 

a. koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 

b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang 

Administrasi Kependudukan; 

c. pengaturan teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. pembinaan dan sosialisasi Penyelenggaraan  urusan Administrasi 

Kependudukan; 
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e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi 

Kependudukan; 

f. penugasan kepada Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan 

Administrasi Kependudukan; 

g. penyajian Data Kependudukan berskala Daerah berasal dari Data 

Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh 

kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam 

negeri; dan 

h. koordinasi pengawasan atas Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan. 

Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan 

kewajiban, meliputi: 

a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting; 

b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap 

Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa 

Penting; 

c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; 

d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas  Peristiwa Kependudukan 

dan Peristiwa Penting; dan 

f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan 

oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil. 

Kewajiban pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang 

beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat 

pada KUAKec. 
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Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Unit 

Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta 

Pencatatan Sipil. 

Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan 

kewenangan, meliputi: 

a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa 

Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; 

b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas 

dasar putusan atau penetapan pengadilan; 

c. memberikan keterangan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan 

Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan 

pembuktian kepada lembaga peradilan; dan 

d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan. 

Kewenangan berlaku juga bagi KUAKec, khususnya untuk pencatatan nikah, 

talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam. 

Selain kewenangan tersebut di atas, Instansi Pelaksana mempunyai 

kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, 

perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUAKec. 

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi 

kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, 

mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta 

Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan 

Sipil. 

Petugas Registrasi membantu Lurah dan Instansi Pelaksana dalam 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 
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Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota, diutamakan 

dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. 

6. Pendaftaran penduduk 

Penduduk wajib melakukan Pendaftaran Penduduk di Instansi Pelaksana. 

Pendaftaran Penduduk dilaksanakan secara daring.  Dalam hal Pendaftaran 

Penduduk secara daring tidak dapat dilaksanakan, maka Pendaftaran 

Penduduk dilakukan secara luring di Instansi Pelaksana. 

Setiap Penduduk wajib memiliki NIK. 

NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah 

dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah 

dilakukan pencatatan biodata. 

NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar 

penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis 

Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, dan penerbitan dokumen identitas 

lainnya. 

Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi Pelaksana wajib 

menyelenggarakan penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk. 

Penduduk WNI yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk 

mendapatkan Surat Keterangan Pindah. 

Pindah sebagaimana dimaksud di atas adalah berdomisilinya Penduduk di 

alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan 

kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun. 

Berdasarkan Surat Keterangan Pindah Penduduk yang bersangkutan wajib 

melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat 

Keterangan Pindah Datang. 
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Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar perubahan atau 

penerbitan KK dan KTP-el bagi Penduduk yang bersangkutan. 

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah Penduduk 

WNI bagi Penduduk yang bertransmigrasi. 

Persyaratan Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi berpedoman 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah Penduduk 

WNI bagi Penduduk yang bertransmigrasi. 

Persyaratan Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi berpedoman 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang 

memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi 

Pelaksana di daerah asal.  

Berdasarkan laporan Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat 

Keterangan Pindah Datang. 

Orang Asing melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah 

tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan 

Pindah Datang. 

Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar perubahan dan 

penerbitan KK, KTP-el, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang 

Asing yang bersangkutan. 

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi 

administratif berupa: 

a. teguran lisan;  

b. teguran tertulis. 
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Selain sanksi administratif pelanggar dapat dikenakan sanksi denda 

administratif paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). 

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar 

negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status 

sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada 

Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin 

Tinggal Terbatas. Berdasarkan laporan, Instansi Pelaksana mendaftar dan 

menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal. Masa berlaku Surat 

Keterangan Tempat Tinggal disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal 

Terbatas. Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib dibawa pada saat 

berpergian. 

Penduduk Nonpermanen harus melakukan pendaftaran ke Instansi Pelaksana. 

Pendaftaran Penduduk Nonpermanen menggunakan NIK. Pendaftaran 

dilaksanakan secara daring. Dalam hal pendaftaran secara daring tidak dapat 

dilaksanakan, pendaftaran dilakukan secara luring di Instansi Pelaksana. 

Pendaftaran secara daring dilaksanakan melalui web.  

Penduduk WNI yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan rencana 

kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.  Berdasarkan pelaporan, Instansi 

Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar 

Negeri. Penduduk WNI yang telah pindah dan berstatus menetap di Luar 

Negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya. Setiap orang yang 

melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa: 

a. teguran lisan;  

b. teguran tertulis. 
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Selain sanksi administratif, pelanggar dapat dikenakan sanksi denda 

administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

WNI yang datang dari Luar Negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada 

Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal 

kedatangannya. Berdasarkan pelaporan, Instansi Pelaksana mendaftar dan 

menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar 

penerbitan KK dan KTP-el. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut 

dikenakan sanksi administratif berupa: 

a. teguran lisan;  

b. teguran tertulis. 

Selain sanksi administratif tersebut, pelanggar dapat dikenakan sanksi denda 

administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar 

Negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status 

sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di 

Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat 

belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.  Berdasarkan pelaporan 

ersebut, Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan 

Tempat Tinggal. Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal disesuaikan 

dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas. Surat Keterangan Tempat 

Tinggal wajib dibawa pada saat bepergian.  Setiap orang yang melanggar 

ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif berupa: 

a. teguran lisan;  

b. teguran tertulis. 

Selain sanksi administratif tersebut, pelanggar dapat dikenakan sanksi denda 

administratif paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). 
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Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah  

status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib 

melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari 

sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap. Berdasarkan pelaporan tersebut,  Instansi 

Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP-el. Setiap orang yang 

melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif  berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis;  

Selain sanksi administratif tersebut, pelanggar dapat dikenakan sanksi denda 

administratif paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). 

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang 

memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib 

melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari 

sebelum rencana kepindahannya. Berdasarkan pelaporan Instansi 

Pelaksana melakukan pendaftaran. Setiap orang yang melanggar ketentuan 

tersebut dikenakan sanksi administratif berupa: 

a. teguran lisan;  

b. teguran tertulis. 

Selain sanksi administratif tersebut, pelanggar dapat dikenakan sanksi denda 

administratif paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). 

Instansi  Pelaksana  wajib melakukan pendataan Penduduk rentan 

administrasi kependudukan yang meliputi : 

a. Penduduk korban bencana alam dan non alam; 

b. Penduduk korban bencana sosial; dan 

c. orang terlantar. 
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Pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan dapat dilakukan di 

tempat sementara. Hasil pendataan Penduduk digunakan sebagai dasar 

penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan 

administrasi kependudukan. Hasil pendataan Penduduk tidak dapat digunakan 

sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.  

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri terhadap 

Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh 

Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain. 

7. Pencatatan sipil 

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana, 

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan pelaporan, 

Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan 

menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.  

Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan 

Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui 

asal-usulnya atau keberadaan orangtuanya, didasarkan pada pelaporan orang 

yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian. 

Kutipan Akta Kelahiran diterbitkan oleh pejabat Pencatatan Sipil dan 

disimpan oleh Instansi Pelaksana. 

Kelahiran WNI di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada 

instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada 

Perwakilan Republik Indonesia. Apabila negara setempat tidak 

menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan 

dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat. Perwakilan 

Republik Indonesia mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta 

Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pencatatan Kelahiran 
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dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 

WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia. 

Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh 

Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah 

berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pesawat 

terbang. Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah berada di wilayah 

Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat 

untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta 

Kelahiran. Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah berada di luar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada 

negara tempat tujuan atau tempat singgah.  Apabila negara tempat tujuan atau 

tempat singgah tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang 

asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat. 

Perwakilan Republik Indonesia mencatat peristiwa kelahiran dalam Register 

Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pencatatan 

Kelahiran tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke 

Indonesia. 

Instansi Pelaksana wajib melakukan pencatatan atas pelaporan kelahiran WNI 

dan Orang Asing di atas kapal laut dan pesawat terbang. 

 Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak 

tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan 

setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana. Ketentuan lebih 

lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran berpedoman 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana, 

paling  lambat 30 (tiga  puluh)  hari  sejak  lahir mati.  Instansi Pelaksana 

menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati. 

Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan 

wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana, paling lambat 60 

(enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Berdasarkan pelaporan tersebut, 

pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan 

menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Kutipan Akta Perkawinan masing-

masing diberikan kepada suami dan isteri. Pelaporan dilakukan oleh 

Penduduk yang beragama Islam kepada KUAKec.  Data hasil pencatatan atas 

peristiwa wajib disampaikan oleh KUAKec. kepada Instansi Pelaksana dalam 

waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan 

dilaksanakan. Hasil pencatatan data tidak memerlukan penerbitan kutipan 

akta Pencatatan Sipil. 

Pencatatan perkawinan berlaku pula bagi: 

a. perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 

b. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan 

c. perkawinan Orang Asing yang dilakukan di Daerah atas permintaan 

Orang Asing yang bersangkutan 

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, 

pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. 

Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib 

dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan 

pada Perwakilan Republik Indonesia. Apabila negara setempat tidak 

menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan 

dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.  Perwakilan 
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Republik Indonesia mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta 

Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Pencatatan 

perkawinan dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di 

tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan 

kembali ke Indonesia. 

Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami 

pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana, paling lambat 90 

(Sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan 

perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Instansi Pelaksana 

mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan 

mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan. 

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi 

Pelaksana, paling lambat 60 (enampuluh) hari setelah putusan pengadilan 

tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Berdasarkan pelaporan, pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta 

Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. 

Perceraian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara 

setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia. Apabila negara 

setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, 

pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat. 

Perwakilan Republik Indonesia mencatat peristiwa perceraian dalam Register 

Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Pencatatan 

perceraian dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di 

tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan 

kembali ke Indonesia. 
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Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi 

Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan 

tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Berdasarkan pelaporan, Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian 

dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan 

Pembatalan Perceraian. 

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua Rukun Tetangga di domisili 

Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal kematian. Berdasarkan pelaporan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat 

pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. 

Pencatatan kematian dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari 

pihak yang berwenang. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan 

seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, 

pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya 

penetapan Pengadilan Negeri. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang 

tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian 

berdasarkan keterangan dari kepolisian. 

Kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib 

dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada 

Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang 

berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian. 

Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian 

seorang Warga Negara Indonesia di negara setempat yang tidak dilaporkan 

dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi 

tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik 

Indonesia. Dalam hal seseorang WNI dinyatakan hilang, pernyataan kematian 
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karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara 

setempat. Dalam hal terjadi kematian seseorang WNI yang tidak jelas 

identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di 

negara setempat. Keterangan pernyataan kematian dicatatkan pada Perwakilan 

Republik Indonesia setempat. Keterangan tersebut menjadi dasar Instansi 

Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di 

pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian 

seseorang. 

Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan 

pengadilan di tempat tinggal pemohon. Pencatatan pengangkatan anak wajib 

dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. 

Berdasarkan pelaporan, pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir 

pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran. 

Pengangkatan anak Orang Asing yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang 

berwenang di negara setempat.  

Hasil pencatatan pengangkatan anak, dilaporkan kepada perwakilan Republik 

Indonesia. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan 

Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga negara yang 

bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat 

untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak. Pengangkatan anak 

orang asing dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.  

Berdasarkan laporan, Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan 

Pengangkatan Anak. 



111 
 

Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana, 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh 

ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Pengakuan anak 

hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan 

sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. 

Berdasarkan pelaporan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta 

Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak. 

 Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada 

Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak ayah dan ibu dari 

anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta 

perkawinan. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya 

telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum 

negara. Berdasarkan pelaporan pengesahan anak, pejabat Pencatatan Sipil 

mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan 

Akta pengesahan Anak. 

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan 

Negeri tempat pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh 

Penduduk kepada Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak 

diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. 

Berdasarkan pelaporan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir 

pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. 

Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI 

wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi 

Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling 

lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau 

pernyataan janji setia oleh pejabat. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat 
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Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil 

dan kutipan akta Pencatatan Sipil. 

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh pejabat  Pencatatan Sipil 

atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan 

pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  Pencatatan 

Peristiwa Penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya 

salinan penetapan pengadilan. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan 

Peristiwa Penting lainnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap 

Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh 

Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain. 

8. Perlindungan Data dan dokumen kependudukan 

Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat 

Penduduk. 

Data perseorangan meliputi: 

a. nomor KK; 

b. NIK; 

c. nama lengkap; 

d. jenis kelamin; 

e. tempat lahir; 

f. tanggal/bulan/tahun lahir; 

g. golongan darah; 

h. agama/kepercayaan; 

i. status perkawinan; 
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j. status hubungan dalam keluarga; 

k. cacat fisik dan/atau mental; 

l. pendidikan terakhir; 

m. jenis pekerjaan; 

n. NIK ibu kandung; 

o. nama ibu kandung; 

p. NIK ayah; 

q. nama ayah; 

r. alamat sebelumnya; 

s. alamat sekarang; 

t. kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir; 

u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; 

v. kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah; 

w. nomor akta perkawinan/buku nikah; 

x. tanggal perkawinan; 

y. kepemilikan akta perceraian; 

z. nomor akta perceraian/surat cerai;  

aa. tanggal perceraian; 

bb. sidik jari; 

cc. iris mata; 

dd. tanda tangan; dan 

ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. 

Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data 

kuantitatif dan data kualitatif. 
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Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan merupakan Data 

Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan 

pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan: 

a. pelayanan publik; 

b. perencanaan pembangunan; 

c. alokasi anggaran; 

d. pembangunan demokrasi; dan 

e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal. 

Dokumen kependudukan, meliputi: 

a. Biodata Penduduk; 

b. KK; 

c. KTP-el; 

d. KIA; 

e. Surat Keterangan Kependudukan; dan 

f. Akta Pencatatan Sipil. 

Surat keterangan kependudukan meliputi: 

a. Surat Keterangan Pindah; 

b. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; 

c. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; 

d. Surat Keterangan Tempat Tinggal; 

e. Surat Keterangan Lahir Mati. 

f. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; 

g. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; 

h. Surat Keterangan Pengangkatan Anak; 

i. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia; 

j. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan  



115 
 

k. Surat Keterangan Pencatatan Sipil. 

Dokumen Kependudukan diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi 

Pelaksana. 

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat 

dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan 

data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting 

yang dialami. 

KK memuat keterangan mengenai kolom: 

a. nomor KK; 

b. nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga; 

c. NIK; 

d. jenis kelamin; 

e. alamat; 

f. tempat lahir; 

g. tanggal Iahir; 

h. agama; 

i. pendidikan; 

j. pekerjaan; 

k. status perkawinan; 

l. status hubungan dalam keluarga; 

m. kewarganegaraan; 

n. dokumen imigrasi; dan 

o. nama orang tua. 

Nomor KK huruf a berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan 

kepala keluarga. 
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Keterangan mengenai kolom agama huruf h bagi Penduduk yang agamanya 

belum diakui sebagai agama menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani 

dan dicatat dalam Database Kependudukan. KK diterbitkan dan diberikan 

oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk WNI dan Orang Asing yang 

memiliki Izin Tinggal Tetap. KK tersebut dijadikan salah satu dasar 

penerbitan KTP-el. Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin 

Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK. 

Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi 

Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan. 

 Berdasarkan pelaporan, Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK. 

Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal 

Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah 

kawin wajib memiliki KTP-el, dan KTP-el berlaku secara nasional. Penduduk 

Orang Asing wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti 

KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum 

tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir. Penduduk yang telah 

memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian. Penduduk hanya 

diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el. 

KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data  Penduduk, yaitu : 

a. NIK; 

b. nama; 

c. tempat tanggal lahir; 

d. laki-laki atau perempuan; 

e. agama; 
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f. status perkawinan; 

g. golongan darah; 

h. alamat; 

i. pekerjaan; 

j. kewarganegaraan; 

k. pas foto; 

l. masa berlaku; 

m. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el ; dan 

n. tandatangan pemilik KTP-el. 

NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik. 

Pemerintah Daerah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan 

berdasarkan NIK.  Pemerintah Daerah melakukan integrasi nomor identitas 

yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik. Elemen data Penduduk 

tentang agama,  bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama 

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi  penghayat 

kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database 

kependudukan. Dalam KTP-el tersimpan cip yang memuat rekaman 

elektronik data perseorangan. 

Masa berlaku KTP-el: 

a. untuk Penduduk WNI adalah seumur hidup; dan 

b. untuk Penduduk Orang Asing disesuaikan dengan masa berlaku Izin 

Tinggal Tetap. 

Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk 

pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan 

perubahan atau penggantian. 
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Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib 

melapor kepada Instansi Pelaksana. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara 

perubahan elemen  data Penduduk dan KTP-el rusak atau hilang berpedoman 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal 

Tetap yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah 

wajib memiliki KIA. KIA berlaku secara nasional. Penduduk Orang Asing 

wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KIA kepada 

Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal masa 

berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir. Penduduk hanya diperbolehkan 

memiliki 1 (satu) KIA. 

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang: 

a. NIK; 

b. nama lengkap; 

c. jenis kelamin; 

d. tempat tanggal lahir; 

e. agama; 

f. alamat; dan 

g. Peristiwa Kependudukan dan/atau Peristiwa Penting yang dialami 

oleh seseorang. 

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: 

a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan 

b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. 

Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. 

Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting. 
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Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUAKec. diintegrasikan ke dalam 

Database Kependudukan dan tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. 

Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi 

Pelaksana. 

Register Akta Pencatatan Sipil memuat: 

a. jenis Peristiwa Penting; 

b. NIK dan status kewarganegaraan; 

c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; 

d. nama dan identitas pelapor; 

e. tempat dan tanggal peristiwa; 

f. nama dan identitas saksi; 

g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan 

h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang. 

Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: 

a. kelahiran; 

b. kematian; 

c. perkawinan; 

d. perceraian; 

e. pengakuan anak; dan 

f. pengesahan anak. 

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: 

a. jenis Peristiwa Penting; 

b. NIK dan status kewarganegaraan; 

c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; 

d. tempat dan tanggal peristiwa; 

e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; 
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f. nama dan tandatangan pejabat yang berwenang; dan 

g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat 

dalam Register Akta Pencatatan Sipil. 

Instansi Pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung 

jawabnya, wajib menerbitkan Dokumen Kependudukan sesuai standar 

pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pelanggaran 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi 

administratif berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis;  

c. pembinaan . 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pembetulan KTP-el hanya  dilakukan untuk KTP-el yang mengalami 

kesalahan tulis redaksional.  Pembetulan KTP-el dilaksanakan dengan atau 

tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP-el. Pembetulan 

KTP-el dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana. 

Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang 

mengalami kesalahan tulis redaksional. Pembetulan akta Pencatatan Sipil 

dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek 

akta. Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan 

Sipil sesuai dengan kewenangannya.   

Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan 

pengadilan mengenai pembatalan akta, Pejabat Pencatatan Sipil membuat 
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catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut Kutipan akta-akta 

Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek akta. 

Dalam hal wilayah hukum pengadilan yang memutus pembatalan akta 

berbeda, maka salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi 

Pelaksana oleh pemohon atau pengadilan. 

Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata 

Penduduk, blangko KK, KTP-el, KIA, Surat Keterangan Kependudukan, 

Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan 

dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai penyimpanan dan perlindungan data perseorangan dan dokumen 

kependudukan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pelanggaran ketentuan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

9. Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat terjadi keadaan darurat dan 

luar biasa 

Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat 

dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 

undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi 

kewenangan membuat Surat Keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan 

dan Peristiwa Penting. Surat Keterangan sebagai dasar penerbitan Dokumen 

Kependudukan. Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana 
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aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil di tempat. 

Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam dan non 

alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan Pendaftaran Penduduk bagi 

pengungsi dan korban bencana alam dan non alam. Instansi Pelaksana 

menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat 

Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran. Surat Keterangan 

Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan 

sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen 

kependudukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara 

penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan 

Pencatatan Sipil berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

10. sistem informasi administrasi kependudukan 

Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan melalui  SIAK. 

Pengelolaan, pengkajian dan pengembangan SIAK menjadi kewenangan 

menteri yang menyelenggarakan  urusan pemerintahan bidang administrasi 

kependudukan.. 

11. pelayanan adminsitrasi kependudukan 

Pelayanan Administrasi Kependudukan dapat dilaksanakan secara: 

a. luring; dan/atau  

b. daring. 

Dalam hal pelayanan secara luring, pelapor datang sendiri atau diwakili oleh 

wali atau anggota keluarga yang tercantum dalam KK dengan membawa surat 

kuasa atau penetapan perwalian dari pengadilan. Dalam hal pelayanan 

secara daring, pelapor mengajukan permohonan melalui sistem informasi 

pelayanan Administrasi Kependudukan Daerah. 
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12. Koordinasi dan kerja sama 

Dalam menyelenggarakan kewenangan, Wali Kota melaksanakan: 

a. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah; 

b. fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan 

melalui Instansi Pelaksana kepada perangkat daerah dan badan hukum 

Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki 

hubungan vertikal dengan pengguna di tingkat pusat; 

c. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi; 

d. pembuatan iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; 

dan 

e. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan 

masyarakat. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan.Pendanaan 

Pendanaan diperoleh dari anggaran pendapatan belanja daerah dan 

sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

13. Peran serta masyarkat 

Masyarakat berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan di Daerah dalam bentuk saran, aduan, atau laporan atas 

penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peran serta dilakukan oleh 

individu, Rukun Tetangga, Rukun Warga, organisasi kemasyarakatan, 

organisasi profesi dan pihak swasta. 

14. Larangan 

Setiap orang atau badan hukum dilarang: 
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a. dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi 

Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa 

Penting; 

b. tanpa hak mengakses Database Kependudukan; 

c. memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi 

Data Kependudukan dan/atau elemen Data Penduduk; 

d. tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan; 

e. sebagai pejabat dan petugas pada kelurahan, kecamatan, Unit Pelaksana 

Teknis Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan 

dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada 

Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan; 

f. tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko 

Dokumen Kependudukan; 

g. tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen 

Kependudukan; dan 

h. sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga 

lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP-el lebih dari satu; 

Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana Administrasi 

Kependudukan. Tindak pidana tersebut dikenakan sanksi pidana sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

15. Pembinaan dan pengawasan 

Wali Kota sesuai dengan lingkup kewenangan melakukan pembinaan 

penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan melalui: 

a. supervisi; 

b. advokasi; 

c. pemantauan; 
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d. evaluasi; dan 

e. bentuk pembinaan lainnya. 

Supervisi, advokasi, dan pemantauan huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan 

untuk kelancaran penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan. 

Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan untuk peningkatan 

penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan pengembangan 

SIAK. Bentuk pembinaan lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Wali Kota sesuai dengan lingkup kewenangan melakukan pengawasan 

penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan. Dalam pelaksanaan 

pengawasan Wali Kota melakukan: 

a. rapat koordinasi; 

b. pencegahan; dan 

c. tindakan koreksi. 

Pengawasan meliputi pengawasan terhadap data pada basis data, pemanfaatan 

Data Kependudukan, dan sumber daya manusia yang melaksanakan urusan 

Administrasi Kependudukan. 

16. Pendanaan 

Pendanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bersumber dari: 

a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; 

b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan 

c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan.si pidana harus ditempatkan setelah 

norma yang memuat kewajiban atau larangan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan upaya sadar, 

terencana dan sistematik dalam memberikan pengakuan dan perlindungan 

hukum terhadap penduduk, melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 

agar kepemilikan status pribadi dan status hukum penduduk dapat 

dipergunakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

2. Pemerintah Daerah Kota Semarang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang harus 

disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan administrasi kependudukan. 

3. Pembentukan peraturan perundang-undangan mensyaratkan dalam konsiderans 

untuk memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Ketiga unsur tersebut 

perlu disempurna dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, dalam Naskah 

Akademik dan dalam konsiderans Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu memuat unsur filosofis, 

sosiologis dan yuridis. 

4. Penyusunan Naskah Akademik diharapkan dijadikan pedoman dalam 

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan, yang akan menjangkau semua penduduk yang 

terlibat dalam peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya, baik 

dalam pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil. 
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B. Saran 

1. Perkembangan peraturan perundang-undangan terkait administrasi 

kependudukan mengubah esensi muatan materi dan struktur peraturan daerah, 

maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan patut dilakukan pembaharuan. 

2. Agar tidak terjadi kevakuman hukum yang mengatur penyelenggaraan 

administrasi kependudukan, maka perlu dilakukan pembaharuan Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan dengan membuat Peraturan Daerah yang baru berlandaskan 

pada Naskah Akademik dalam tahun anggaran 2024/2025. 
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